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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas

dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks

individual maupun kelompok. Dalam konteks individual konflik

terjadi sebagai suatu pertentangan hati nurani dalam diri setiap

manusia. Sedangkan konflik kelompok maupun sosial adalah

pertentangan antara individu dengan individu, atau kelompok

dengan kelompok lain secara berhadapan dalam mempertahankan

kepentingan masing-masing. Konflik dapat dipahami sebab secara

biologis manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda sekalipun

dalam suatu keluarga yang sama. Selain itu konflik dapat muncul

diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dalam masyarakat.

Dengan demikian konflik secara alamiah dipandang wajar sejauh

dapat dikelola dan diarahkan pada tujuan tercapainya integrasi

sosial.

Dalam aspek agama perbedaan dipandang sebagai rahmat

sehingga secara sunnatullah tidak dapat dihilangkan kecuali

dikelola dengan cara mengikat unsur-unsur yang memiliki

kesamaan universal. Kenyataan atas eksistensi yang berbeda

termasuk posisi sosial seringkali bertemu dengan kesadaran

terhadap perbedaan. Setiap konflik pada dasarnya tidak berdiri

sendiri, tetapi melibatkan aktor dan kepentingan lain. Rentetan

peristiwa tersebut dimulai dari konflik sosial yang merambah pada

struktur kehidupan sosial yang paling kecil hingga besar.

Gambaran tersebut tampaklekat dalam konteks Indonesia

disebabkan oleh kemajemukan masyarakat (multikultural).

Kemajemukan masyarakat terlihat baik secara horizontal maupun

strukturalivertikal. Secara horizontal kemajemukan dapat dilihat



pada perbedaan 1.128 suku bangsadan ada737 macam Bahasa, 5

agama dengan berbagai aliran kepercayaan.l Dari aspek vertikal

kemajemukan dapat diidentifikasi dalam hubungan pasang surut

antara pusat dan daerah. Konflik Aceh dan Papua adalah fakta

kemajemukan vertikal yang relatif dapat diatasi melalui sistem

integrasi sosial. Semua kenyataan tersebut dapat dimaklumi dalam

perjalanan sejarah dimana ditemukan goresan demi goresan konflik

dalam fluktuasi dan intensitas yang berbeda.

Jika diidentifikasi konflik di lndonesia secara umum terbagi

dalam dua kategori yaitu konflik horisontal dan konflik vertikal.

Konflik horisontal adalah pertikaian antar individu dan kelompok

masyarakat yang dipicu karena perbedaan agama dan etnik. Dua

alasan konflik tersebut seringkali terakumulasi dengan alasan

kesenjangan ekonomi. Konflik akibat perbedaan agama dapat

dilihat dalam kasus Ambon dan Poso sepanjang tahun 1998-2001.

Konflik dengan alasan etnik dapat ditemui pada kasus antara Suku

Madura dengan Suku Dayak. Pada umumnya penyebab terjadinya

konflik antar etnik disebabkan disparitas ekonomi, sosial, dan

politik. Dalam konfik tersebut etnis Madura pada waktu tertentu

menguasai berbagai sumber daya ekonomi. Sementara di sisi lain

sikap mereka cenderung eksklusif sehingga menyulut konflik yang

massif dan berkepanjangan.

Sekalipun kedua peristiwa tersebut bernuansa agama dan

etnik, namun dibalik dua alasan tersebut terdapat faktor esensial

yaitu ketimpangan ekonomi antara pihak-pihak yang bertikai

disamping akses terhadap sumber kekuasaan yang semakin

kompetitif. Contoh lain, dalam kasus di Purwakarta sekelompok

masa merobohkan dan membakar empat patung wayang dengan

dalih menjauhkan masyarakat dari kesesatan atau penyembahan

berhala. Peristiwa semacam itu bukan merupakan yang pertama

'Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010.



kali, sebelumnya di Bekasi, kelompok massa yang mengatas

namakan agama menuntut agar patung tiga mojang diturunkan.

Selain itu terdapat konflik bernuansa suku, agama, ras dan antar-

golongan yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu, penyerangan

terhadap jemaah Ahmadiyah di cikeusik serta tragedi kemanusiaan

di Mesuji antara perusahaan kelapa sawit dengan warga sekitar

yang menimbulkan korban.2

Konflik vertikal berkaitan dengan pertikaian antara pihak

pemerintah disatu sisi dengan masyarakat dan atau pemerintah

lokal disisi lain. Alasan konflik vertikal pada umumnya disebabkan

oleh lahirnya kebijakan diskriminatif pemerintah yang secara luas

menciptakan ketidakpuasan bagi masyarakat lokal. Dalam kasus

semacam ini alasan-alasan agama, etnik, ketimpangan ekonomi

serta pelanggaran hak asasi manusia secara akumulatif menjadi

pemicu kearah disintegrasi bangsa. Dalam kasus di Indonesia

konflik vertikal pada dasarnya mengalami pelemahan sejak Aceh

dan Papua menemukan jalan keluar lewat kebijakan desentralisasi

asimetrik (otonomi khusus). Aceh mengalami peluruhan pasca

peristiwa Tsunami dan mencapai konsensus Helzinski yang

kemudian diikuti oleh pemberian keistimewaan terhadap

pembentukan partai lokal, syariat lslam dan pengelolaan sumber

ekonomi yang lebih besar. Sejalan dengan itu Papua memperoleh

otonomi khusus sejak tahun 2011 yang membuka kran tumbuhnya

sistem sosial budaya lewat kelembagaan MRP maupun alokasi

keuangan yang lebih diskretif bagi rakyat Papua dalam pengelolaan

otonomi khusus. Sekalipun kedua kategori konflik diatas relatif

dapat diredam lewat pendekatan struktural, namun bukan mustahil

kegagalan pemulihan konflik secara fungsional dalam jangka

panjang dapat menjadi ancaman sewaktu-waktu. Kasus Poso

misalnya tampak tetap menjadi ancaman horizontal yang mudah

menggeliat setiap saat, demikian pula letupan-letupan kecil di Aceh

' Lihat Wacana Governingboard, pada Majalah Desain Hukum, Vol. !2, No. 5, Tahun 20!2ha1.24



dan Papua dalam istilah Gangguan Kelompok Tak Dikenat

merupakan indikasi adanya potensi laten konflik vertikal dimasa

akan datang. Perlu untuk diketahui bahwa konflik vertikal bisa

menjalar menjadi konflik horisontal antara kelompok etnis bersaing

seperti dalam kasus Aceh, dimana pendatang Jawa dimusuhi dan

diusir oleh penduduk Aceh.

Diluar dua identifikasi konflik yang relatif mereda hingga saat

ini, konflik pemerintahan di daerah jamak dipicu oleh ekses

pemilihan kepala desa, kepala daerah, anggota legislatif, serta

kemungkinan potensi akibat ekses pemilihan presiden antara

pendukung figur dan partai politik.Pada level pemerintahan desa

ancaman konflik cukup terbuka sejak ditetapkannya UU Desa

Nomor 6 Tahun 2014. Peluang besarnya insentif pusat ke desa

dengan tujuan mendorong tumbuhnya otonomi desa bukan

mustahil menciptakan kompetisi terhadap sumber daya di desa. Di

tingkat pemerintahan daerah, ekses pemilukada tetap menjadi

fenomena sehari-hari dimana konflik antar masa pendukung

menunjukkan intensitas ekstrem dengan membakar dan merusak

fasilitas umum pemerintahan.3 Ekses lain adalah pecahnya

konsentrasi birokrasi yang merembes pada pelayanan masyarakat,

demikian pula konflik antara kepala daerah dan wakil kepala

daerah yang menciptakan disharmoni di setiap periode.a Dalam

kasus pemilu legislatif April 2014 terdapat ratusan pelanggaran

pemilu yang sekalipun relatif tak menimbulkan konflik terbuka

namun bukan mustahil dapat menjadi bom waktu sekiranya upaya

'Lihat kasus ekses Pemilukada Palopo Sulsel tahun 2OI2atau Pemilukada Sumba Barat Daya NTT
akhir tahun 2013.Disadarisejak tahun 2005 sampai Desember 2013, dari 1.013 penyelenggaraan
pemilukada, terdapat sedikitnya 75 warga tewas akibat konflik selama proses pemilukada (Fauzi,
Republika, Des 2013).
- Catatan Bagian Otda Kemendagri menunjukkan sepanjang tahun 2OLO-2O!3, hanya terdapat 50
pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yg bertahan mencalonkan diri kembali dalam
pemilukada. Jumlah tersebut sangat kecil dibanding yg berpisah (94%).Romatisme hanya berjalan
pada tahun pertama, bahkan 100 hari pertama, sisanya dijalani dengan konflik antar pendukung
dalam dan diluar birokrasi.



penyelesaian ketidakpuasan bagi peserta pemilu dalam pesta

demokrasi lokal semacam itu tak memiliki jalan keluar yang efektif

dan adil.

Konflik horizontal dan vertikal diatas secara konstitusional

menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut

tidak saja berada di pundak pemerintah demikian pula pemerintah

daerah dan masyarakat luas. Dalam kenyataannya upaya

penanganan konflik sosial sulit dilaksanakan secara terpadu dan

sistematis disebabkan ketiadaan sistem yang mengatur langkah-

langkah penanganan konflik sosial di Indonesia. Dalam perspektif

pemerintah pusat, sebagian besar urusan pemerintahan telah

menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam wujud

desentralisasi sehingga penanganan konflik sosial dinilai menjadi

tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah (otonomi).

Sebaliknya dalam pandangan pemerintah daerah penanganan

konflik sosial merupakan urusan pemerintahan umum yang menjadi

tanggung jawab penuh pemerintah pusat melalui asas

dekonsentrasi. Urusan pemerintahan umum selama ini dianggap

masih menjadi otoritas pusat melalui fungsi pembinaan, koordinasi

dan pengawasan. Dalam implementasinya urusan pemerintahan

umum sulit dilaksanakan pada level pemerintah daerah

kabupaten/kota disebabkan ketiadaan organisasi pelaksana yang

hanya sampai pada tingkat provinsi sebagai wakil pemerintah

pusat. Selain itu kekosongan pengaturan kewenangan yang jelas

dalam penanganan konflik sosial menjadi faktor lain yang

menimbulkan kegamangan pemerintah dalam menangani konflik

sosial di daerah.

Disisi lain organisasi masyarakat (ormas) sebagai

representasi fungsional masyarakat terkadang mengambil peran

dilematis dalam penanganan konflik sosial di daerah. Peran

berlebihan dalam penanganan konflik sosial melalui pembentukan



kekuatan atau unit-unit fungsional masyarakat sebagai sayap

ormas semacam Pamswakarsa atau Banser NU, dinilai sebagai

tindakan pengambilalihan fungsi-fungsi pemerintahan yang

mendasar. Dilemanya, ketika terjadi kekosongan peran pemerintah

semacam itu, maka suka atau tidak peran organisasi masyarakat

menjadi penting untuk tidak dibatasi dalam upaya ikut menciptakan

ketertiban umum. Pembiaran konflik sosial oleh pemerintah dapat

dianggap sebagai gejala malfunction pemerintah. Sedangkan

pembiaran konflik oleh masyarakat juga menunjukkan terjadinya

gejala ideological breakdown, dimana terlepasnya nilai-nilai dasar

sebagai pengikat persatuan dalam dinamika masyarakat suatu

Negara. Kondisi dimana hilangnya peran pemerintah dan

masyarakat dalam penanganan konflik sosial mendorong

pemerintah untuk melahirkan sistem penanganan konflik sosial

yang mampu memberi pijakan yuridis dalam upaya pencegahan,

penghentian dan pemulihan konflik. Sejak tahun 2012 pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang Penanganan Konflik

Sosial adalah alat bagi pemerintah untuk melakukan sejumlah

tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial

sejak dini. Dengan demikian konflik sosial dapat diminimalisasi

apabila semua pihak terkait dapat bersinergi melalui mekanisme

early warning sysfem terhadap penyebaran bibit pemicu konflik.s

Dalam Bab I Pasal t huruf (a) disebutkan bahwa konflik

adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan

antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung

dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan

ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu

stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Terjadinya konflik sosial atau bentrokan tentu saja ada pemantik

yang melatarbelakanginya. Namun hal yang paling mendasari

'Lihat Laporan Utama pada Majalah Desain Hukum. Op Cit.,hal.6



terjadinya konflik sosial adalah keberagaman itu sendiri.

Keberagaman kultur di lndonesia dapat dilihat dari perbedaan suku,

bahasa daerah, ras serta luasnya wilayah Indonesia dari Sabang

sampai Merauke. Suku dominan antara lain Jawa, Sunda, Banten,

Bugis, Minang, Dayak, Banjar dan Batak. Sedangkan bahasa yang

paling sering digunakan antara lain bahasa Jawa, Sunda Bugis,

Minang, Batak dan Melayu pada umumnya. Realitas keberagaman

tersebut ada dan melebur menjadi satu sejak Sumpah Pemuda

tahun 1928.Tak dapat dipungkiri bahwa dalam keberagaman itulah

selain menjadi modal pembangunan bangsa juga berpotensi bagi

terjadinya konflik sosial di Indonesia.Perbedaan karakteristik,

perilaku, strata sosial serta kebudayaan dan agama merupakan

faktor yang berpengaruh besar terhadap terjadinya konflik sosial itu

sendiri.6

Pasal 5 UU PKS menyatakan bahwa konflik dapat

bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik,

ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antarumat beragama

dan/atau interumat beragama, antarsuku dan antaretnis, sengketa

batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa

sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat

dengan pelaku usaha, serta distribusi sumber daya alam yang tidak

seimbang dalam masyarakat.

Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan

peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik

yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan

pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik bertujuan

menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai,

dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis dalam

hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa

6 Lihat Wacana Governingboard, Majalah Desain Hukum, Op Cit.,hal.24



dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi

jiwa, harta benda, Serta Sarana dan prasarana umum, memberikan

pelindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi

fisik dan mental masyarakat Serta Sarana dan prasarana umum'

Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan

Konflik dilakukan melalui upaya, memelihara kondisi damai dalam

masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan

secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem

peringatan dini. Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat. Resolusi konflik secara umum

merupakan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat,

mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai,

meredam potensi konflik sertamembangun sistem peringatan dini.

Untuk meredam potensi konflik, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan

cara:

a) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

yang memperhatikan aspirasi masyarakat;

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;

Meng i ntensifkan d ia log antarkelo m po k m asyara kat;

Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;

Membangun karakter bangsa;

Melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan

Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok

masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku

usaha di daerah setemPat.
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rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah dan

Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak

dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi,

dan/atau pemaafan. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata

Adat dan latau Pranata sosial atau satuan Tugas Penyelesaian

Konflik sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak

konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi: (a) pemulihan

psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan; (b)

pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan

ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau

daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk

kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang

mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian

berbasiskan hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak

keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g)

pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak,

lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (h)

pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi

kelompok perempuan; (i) peningkatan pelayanan kesehatan anak-

anak; dan (i) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan

pemulihan aset korban konflik. lmplementasi Undang-Undang

Penanganan Konflik Sosial diharapkan mampu meletakkan

harapan secara utuh guna mencegah prakonflik dan pascakonflik

agar tak terulang kembali dan yang paling penting adalah mampu

menangani konflik pada saat konflik tersebut terjadi. Sekalipun

demikian, UU ini dianggap masih terlalu dini, longgar dan tidak

memiliki kekuatan, malah memancing hal-hal yang berkaitan

dengan segala bentuk kepentingan.

Jika UU PKS ini diterjemahkan dalam kebijakan politik,

konflik antara kelompok masyarakat sipil dan pihak swasta yang
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pada banyak kasus melibatkan pemerintah dapat saja

diterjemahkan sebagai ancaman terhadap keamanan dan

ketertiban. Apalagi jika gubernur dan bupati/wari kota dapat

meminta bantuan sumber daya TNI untuk menangani keadaan

konflik. Pasal ini rentan dimanfaatkan untuk merindungi

kepentingan sempit ekonomi politik tertentu. Misar pada kasus-

kasus konflik para petani adat dengan swasta atau perusahaan

milik negara (badan usaha milik negara) dapat dengan mudah

dipandang sebagai "keadaan konflik" yang mengancam keamanan

dan ketertiban. Dalam banyak kasus dengan merihat perilaku

negara selama ini, masyarakat petani kecil atau adat dapat

tersubordinasi oleh kekerasan negara. pada kenyataannya

fenomena konflik tidak selalu sarat dengan praktek kekerasan fisik

dan selalu membutuhkan pendekatan kontekstuar untuk

memecahkan masalah di dalamnya. Adapun jika mengacu pada

UU PKS, setiap konflik dianggap sebagai bentuk benturan dan

kekerasan fisik.T

Pada masyarakat yang telah terbangun sistem sosial dan

budaya cenderung terdapat kelembagaan yang mendorong konflik-

konflik para anggotanya mencapai kondisi konsensuar. pada dunia

modernitas kelembagaan itu disebut local wisdom (kearifan lokal)

dalam pranata adat yang masih memelihara struktur sosiar dan

budaya secara kuat yang secara sosiologis menjadi sangat

fundamental dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik sosial.

sekalipun uu PKS dalam pasal 37 memasukkan posisi pranata

adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konfrik, namun

tidak ada penekanan substantif bahwa konflik sosial yang

disebabkan oleh kebijakan negara dapat diselesaikan oreh

mekanisme adat. UU PKS tidak mengatur dengan tegas

mekanisme dan batasan penggunaan hukum adat untuk

'Lihat Novri Susan, Sosiolog konflik Universitas Airlangga, Surabaya; penulis buku Negara Gogal
Mengelola Konflik (2012)dalam Majalah Desain Hukum.Op Cit.,hal.29
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menyelesaikan konflik. Pertanyaannya bagaimanakah jika konflik

mengandung kejahatan, atau bagaimana jika konflik terjadi antar

dua komunitas adat yang berbeda. UU praktis tidak menjabarkan

dengan detail kapan hukum adat dapat digunakan untuk

menyelesaikan konflik. Selama ini hukum adat tidak memiliki aturan

tertulis dan hanya berdasarkan kesepahaman bersama antara dua

pihak yang berkonflik. ldealnya pasal penggunaan hukum adat

dapat diatur dengan tegas.s Kekhawatiran lain terkait forum Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/Kota yang diusulkan. Tidak

adanya pengaturan detail mengenai peran dan fungsi forum

penyelesaian konflik justru bertabrakan dengan institusi resmi

pemerintah yang sudah ada di setiap daerah. selain soal fungsi,

keberadaan forum khusus penanganan konfrik dinirai dapat

melahirkan pos anggaran baru di APBD.e Pada sisi rain kehadiran

undang-undang ini dinilai dapat melemahkan reformasi kepolisian

dan TNI sebab memberi ruang bagi militer untuk terribat daram

mengamankan situasi konflik. Padahal dalam paradigma negara

dan konstitusi, TNI berperan dalam menjaga kedaulatan dan

keamanan nasional. Penanganan konflik sosial seharusnya hanya

menjadi wilayah kepolisian, sebab polisi bertugas menjaga

ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. porisi juga memiliki

prosedur dalam mengatasi konflik horizontal. Undang-undang ini

dinilai bertentangan dengan Pasal 12 UUD 1g4S yang

menyebutkan bahwa penetapan keadaan bahaya ditetapkan oleh

Presiden.l0 Pasal 16 UU PKS menyebutkan bahwa: "status

Keadaan Konflik skala kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh bupati/ warikota setelah

berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota." Demikian

pula pada level provinsi dimana Pasal 18 UU PKS menyebutkan

"tbid
elihat 

Haris Azhar, Koordinator Kontras dalam tulisannya IJIJ Penongonon Konftik Sosial Segera
Digugot, Majalah Desain Hukum Op Cit,,hal. It
tolihat 

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif lmparsial UU PKS Melemahkan potri dan INl, Majalah
Desain Hukum Op Cit.,hal.13
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bahwa status keadaan konflik skala provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oreh Gubernur

setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi."

sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan keamanan merupakan

urusan pemerintah pusat dan presiden yang paling berhak

menetapkan "status keadaan konflik".

Dalam kaitan dengan konflik pemilukada, Menteri Dalam

Negeri Rl Gamawan Fauzi dalam rapat kooordinasi nasional

Komunitas lntelijen Daerah (Kominda) senin, 9 september tahun

2013 di Jakarta menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi

peningkatan eskalasi konflik sosial di tengah masyarakat. Tahun

2010 terjadi 93 peristiwa konflik, sementara pada tahun 2011 terjadi

77 peristiwa dan 2012 terjadi 128 peristiwall. Di tahun 2013 hingga

awal september, Kemendagri mencatat telah 53 peristiwa konflik.

Jadi dari rentang tahun 2010 hingga september 2013, tercatat 351

peristiwa konflik. Baik konflik yang bernuansa SARA, bentrokan

warga dengan organisasi kemasyarakatan, aksi kekerasan

unjukrasa menolak kenaikan bahan bakar minyak, bentrokan antar

massa pendukung calon kepala daerah dan aksi massa terkait

sengketa pertanahan. Dari kasus-kasus tersebut pemerintah

memberi perhatian serius terhadap aksi massa terkait sengketa

pertanahan. Perhatian serius diberikan mengingat sebaran

peristiwanya terjadi di sebagian besar wilayah di lndonesia atau

meliputi 22 provinsi. selain konflik sosial, ancaman terorisme juga

kerap terjadi di tengah masyarakat. Di tahun 2012 Kemendagri

mencatat terjadi 65 kali ancaman teror, di mana 30 kali diantaranya

terjadi ledakan bom serta terjadi penangkapan 55 orang tersangka

teroris.l2

11 
Pernyataan tersebut didukung data Pusat Komunikasi dan Informasi (puskomin) Kemendagr

" Dota Konftik Sosial. http://www.widvaiswarakemendasri.orel2013/09/ini-dia-data-konflik-
sosial-di.html. Diakses pada tanggal 27 Mei 2OL4
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Jika dibandingkan dengan catatan Kemenkopolhukam

bahwa Instruksi Presiden (lnpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai telah

membuahkan hasil. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah konflik

sosial pada tahun 2013. Jumlah konflik sosial di seluruh Indonesia

hingga akhir 2012 tercatat sebanyak 128 kasus. sementara pada

tahun 2013 ini jumlahnya menjadi 83 kasus. Menurut sesmenko

Polhukam Letjen TNI Langgeng sulistiono bahwa sebelum ada

inpres jumlah konflik 128, setelah ada inpres jadi g3. Berkurangnya

jumlah konflik sosial tak terlepas dari upaya tim terpadu yang

menjalankan implementasi Inpres 2 Tahun 2013 yang dipimpin

langsung oleh Menko Polhukam. sementara di daerah dipimpin

oleh gubernur. Perbedaan data dan informasi yang berbeda ini

memang sangat membingungkan. Namun jika diperhatikan

beberapa tahun terakhir konflik yang terjadi daram skala besar dan

krusial tidak sebanyak pada saat zaman orde Baru. Akan tetapi

seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa konflik tidak hanya

teridentifikasi dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik saja,

demikian pula konflik anak-anak yang putus sekolah dikarenakan

membantu orang tua. Berdasarkan data survei , anak usia 10-17

tahun tercatat sebanyak 2,8 juta anak telah menjadi pekerja. Dari

hasil studi tentang pekerja anak ditemukan bahwa anak-anak usia

9-15 tahun terlibat dengan berbagai jenis pekerjaan yang berakibat

buruk terhadap kesehatan fisik, mental-emosionardan seksual. 13

Dalam konflik politik Pilkada selalu menimburkan polemik

serta cukup rumit penyelesaiannya diakibatkan oleh ketidaksiapan

masyarakat lndonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat

watak masyarakat yang pada umumnya bersifat primordial dan

feodalistis. Ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar pilkada turut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja

"Berdasarkan data dan informasi pada Laporan Badan pusat statistik pada 2006
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konflik Pilkada sulsel dan Maluku. Dua contoh diatas cukup

mewakili suatu pernyataan bahwa konflik tidak selalu identik

dengan kekerasan dan tumpah darah sehingga konflik yang terjadi

di Indonesia masih belum mengalami penurunan yang signifikan

disebabkan jumlah konflik sosial tidak hanya bersifat fisik, termasuk

konflik sosial non fisik yang tak teridentifikasi dan terus bergulir.

1.2. Perumusan Masalah

Konflik Sosial yang terjadi beberapa tahun terakhir ini

sungguh memilukan bagi bangsa lndonesia. Konflik sosial baik

dalam skala besar maupun kecil telah mengakibatkan korban jiwa

manusia, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya sehingga

menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan nilai-nilai kultural

bangsa. Nampaknya kerusuhan sosial tersebut telah menjadi

gejala umum bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia.Konflik

bernuansa separatis di NAD, Maluku, dan Papua, konflik bernuansa

etnis di Kalbar, Kalteng, dan Ambon, konflik bernuansa ideologis

isu faham komunis, faham radikal, konflik benuansa politis akibat

isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa

wilayah berakibat penyerangan dan pengrusakan, konflik

bernuansa ekonomi perkebunan di Mesuji, konflik bernuansa

solidaritas liar tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola,

konflik isu agama atau aliran kepercayaan isu berkaitan dengan

SARA di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang provinsi

Banten, dan konflik isu kebijakan pemerintah dalam konteks BBM,

BOS, LPG, dan lain-lain. Peran Pemerintah baik pusat maupun

daerah sangat penting dalam upaya pencegahan, penanganan

dan peredaman konflik disamping peran masyarakat luas.
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Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat di rumuskan

2 masalah utama yaitu;

1) Bagaimanakah peran pemerintah baik pusat maupun daerah

dalam penanganan konflik sosial?

2) Bagaimanakah peluang dan hambatan dalam penanganan

konflik sosial?
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BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Konflik Sosial

Konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin configere yang

berarti saling memukul. secara sosiologis konflik diartikan sebagai

suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga

kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak

lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.

Pada dasarnya tidak ada satupun masyarakat yang tak pernah

mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok

masyarakat lain. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan

hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik juga berarti percekcokan,

perselisihan, pertentangan (pertentangan antara dua kekuatan,

pertentangan dalam diri satu tokoh dan pertentangan antara dua

tokoh. secara terminologi konflik didefinisikan sebagai

pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-

individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang

sama. Dalam batasan ini kekalahan pihak lawan dianggap sangat

penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik, orientasi ke pihak

lawan lebih penting daripada obyek yang hendak dicapai. Daram

kenyataan dimana berkembangnya rasa kebencian yang makin

mendalam, pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder,

sedangkan pihak lawan yang dihadapijauh lebih penting.

Pemahaman mengenai konflik diarahkan Kartono &

Guloyang menyatakan konflik berarti ketidaksepakatan daram satu

pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain.la Keadaan

mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-

keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan namun bekerja

la 
Kartini Kartono dan Dali Gulo. Kamus Psikologi. / Bandung: pionir iaya, 19g7)
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dalam saat yang bersamaan.casser concise dalam Lacey (2003)

yang menerangkan bahwa konflik sebagai "a fight, a collision; a

struggle, a contest; opposition of interest, opinion or purposes;

mental strife, agonf'.15 Pengertian tersebut memberikan penjelasan

bahwa konflik adalah suatu pertarungan, suatu benturan,
pergulatan, pertentangan kepentingan, opini-opini atau tujuan-

tujuan, pergulatan mental dan penderitaan batin.

Dari sisi positif Mc.Namara berpendapat bahwa konflik

seringkali diperlukan untuk membantu memunculkan dan

mengarahkan masalah, memacu kerja menjadi isu yang sangat

diminati, menjadi "lebih nyata", dan mendorongnya untuk

berpartisipasi serta membantu orang belajar bagaimana mengakui

dan memperoleh manfaat dari adanya perbedaan.l6 Konflik akan
menjadi masalah apabila menghambat produktivitas, menurunkan

moralitas, menyebabkan konflik lain dan berkelanjutan serta

menyebabkan perilaku yang tidak menyenangkan.

Robbin mengatakan konflik dalam organisasi disebut

sebagai rhe conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi

konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi

lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk

meminimalisasikan konflik.lT pandangan ini dibagi menjadi tiga

bagian yaitu:

1) Pandangan Tradisional (The Traditionat View).

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang

buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus

dihindari. Konflik disinonimkan dengan istirah violence,

destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu

'-Russel Waynelacey. Customer Loyotty Programs: strotegic Volue to Relationship Marketing
D_issertation( Alobama: The Groduqte school of IJniversity of Atobama,2oo3)ttClayton 

McNamara. Organizotional Culture.(Oxford:Oxford University press, 1999)ttstephen 
PRobbins danTimothy A. Judge. Perilaku Organisosi.(Jakarta: Salemba Empat. 200g)
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hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang

kepercayaan, keterbukaan di antara orang _ orang, dan

kegagalaan manajer untuk tanggap ter:hadap kebutuhan

dan aspirasi karyawan.

2) Pandangan Hubungan Manusia (The Human Relation

view). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik sebagai

sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam
kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan

pandangan atau pendapat antar anggota. Dengan kata

lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk
melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh
kelompok atau organisasi.

3) Pandangan Interaksionis (The lnteractionist view).
Pandangan ini cenderung mendorong suatu kerompok

atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan

suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan
serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif,

dan tidak inovatif. oleh karena itu, menurut pandangan

ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum

secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam

kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif.

Dengan demikian konflik dapat diberi pengertian sebagai
satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham
dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. pertentangan ini

dapat berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik yang pada

umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi
benturan fisik dengan kadar tinggi dalam bentuk kekerasan
(violent), dapat juga berkadar rendah yang tidak menggunakan
kekerasan (non-viole nt).

lstilah sosial berasal dari akar kata bahasa Latin socrus,
yang artinya berkawan atau masyarakat. sosial memiliki arti umum
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yaitu kemasyarakatan dalam arti sempit mendahulukan

kepentingan bersama atau masyarakat. Lewis mengemukakan

bahwasosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasirkan dan

ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan

pemerintahannya.ls Lena Dominelli memaknai sosial sebagai

bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga

membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di

dalamnyale.

Menurut Fisher, dalam konflik social tidak satu masyarakat

pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau

dengan kelompok masyarakat lainnya, konfrik hanya akan hilang

bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.20 Konflik bisa

terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau

kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan{ujuan yang

tidak sejalan.sementara itu wexley & yukr memandang konflik

sosial merupakan perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak

yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka

dan atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak

yang menjadi lawan nya.21

2.2 Konflik dan Prosedur Demokrasi

Konflik adalah gejala umum dalam kehidupan masyarakat.

Konflik merupakan suatu akibat dari proses integrasi dalam

masyarakat yang belum tuntas. Sumber konflik bermula dari

perbedaan alamiah setiap individu dan perbedaan kepentingan

dalam kesatuan masyarakat. Kategori konfrik dapat bersifat

horisontal maupun vertikal. Konflik horisontal seringkali

tt Lewis R Aiken dan G Groth-Marnat. Psychological testing and assessment.(United States of
America : Pearson Education Group, Inc,2006)
1eL 

Dominelli. women and community Action.(Birmingham: venture press,1990)

'o Simon Fisher dkk. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strotegi untuk Bertindak. (Jakarta: The
British Council,2000)
21K Wexly dan Gary Yukl A. Perilaku Orgonisasi don Psikotogi personolio (terjemohon
Shoborruddin M/.(Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
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menimbulkan ketegangan antar sesama kelompok masyarakat.

sedangkan perbedaan akibat kebijakan struktural terkadang

melahirkan konflik vertikal antara pemerintah nasional dan lokal

(surbakti, 1992). Pada sisi lain konfrik dapat dimaknai setidaknya

dalam dua hal yaitu suatu projek rekonstruksi sosial dan patologi

sosial (Dahrendorf, 1976). sebagai projek rekonstruksi sosial

konflik menjadi semacam upaya meretakkan konsensus baru

sebagai pondasi dalam masyarakat akibat longgarnya konsensus

antar kelompok masyarakat atau melemahnya komitmen antara
pemerintah nasional dan sub nasional. sebagai patologi sosiat

konflik seringkali dianggap penyakit yang mesti dilenyapkan dalam

masyarakat kendatipun secara alamiah konflik tak dapat

dimusnahkan, kecuali dikelola untuk diredam atau diminimalisir

hingga ke titik yang relatif stabil. Terkait dengan itu konflik dapat

dipandang positif jika mampu dikerora secara kreatif menuju

integrasi.

Konflik merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang

saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan

kepentingan dan masing-masing pihak memperjuangkan

kepentingannya. Dalam situasi tertentu pertentangan kepentingan

dapat melahirkan pertempuran yang mematikan dimana masing-

masing pihak saling menggunakan kekerasan (Gurr:1g93). pada

masyarakat traditional penyelesaian lewat kekerasan merupakan
gejala yang dapat kita saksikan dan bahkan dianggap sebagai

bagian dari budaya masyarakat setempat. perperangan antar suku

di Papua dari aspek budaya dipandang merupakan salah satu

bentuk penyelesaian konflik secara fungsionar. sebaliknya pada

masyarakat modern penyelesaian konflik terkesan lebih lunak

dengan mengedepankan aspek rasionalitas melalui resolusi konflik

seperti perundingan bilateral, multilateral, negosiasi, rekonsiliasi,

rehabilitasi, gencatan senjata, mediasi dan arbitrase. Konflik

dengan menggunakan kekerasan hanyarah pirihan terakhir yang



mungkin akan diambil jika tak ada altenatif lain sebagai kelanjutan

dari perundingan yang tak menemukan titik akhir.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, mekanisme

penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur-prosedur yang di

desain sedemikian teknis dari level pusat hingga daerah untuk

mengalirkan berbagai kepentingan yang mengalami ketersendatan

dilapangan. semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses

yang sama dalam menyalurkan aspirasi, bahkan setiap minoritas

penting dihargai dalam partisipasi demokrasi (J.s. Mill). Terlepas

dari itu Aurel croissant dan wolfgang Merkel dalam

Democratization (2004) mengingatkan tentang cacat bawaan

demokrasi (defective of democracy), dimana ia mungkin berhasil

membangun mekanisme yang rumit hingga ke level teknis, namun

terkadang gagal mengatasi masalah pokok masyarakat seperti

diskriminasi, kesenjangan antar kelompok, pendewasaan perilaku

publik, penyejahteraan dan pemakmuran. peringatan diatas

menyiratkan bahwa demokrasi rentan menghasilkan kegaduhan

akibat kegagalan dalam pendewasaan perilaku publik. Inilah alasan

mengapa pelembagaan demokrasi membutuhkan tidak saja

prosedur teknis, demikian pula upaya pendidikan politik guna

membangun budaya politik partisipan dalam kerangka demokrasi

substansial. Tanpa melupakan pertimbangan esensial itu,

pembangunan berbagai institusi demokrasi di tingkat pusat dan

daerah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif beserta seluruh
perangkat mezostruktur seperti komisi, badan dan lembaga yang

terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah merupakan upaya

untuk melunakkan konflik yang terkesan 'riar' di level bawah ke

derajat yang lebih jinak'. Dalam hubungan itu pasca reformasi

1998, Indonesia menjadi contoh konkrit dimana demokrasi

prosedural dapat dipenuhi mulai dari penanganan konflik hak

konstitusional warga negara (Mahkamah Konstitusi) hingga

penyelesaian konflik akibat ketidakadilan korupsi (KpK), malpraktek

23



administrasi (ombusman), ketidakdiran hakim (Ky), ketidakadilan

Hak Asasi (Komnas HAM), perlindungan anak (Komnas

Perlindungan Anak), ketidakadiran daram birokrasi (Komisi ASN)

dan sebagainya. semua sarana demokrasi yang sengaja didesain

itu dimaksudkan untuk menaikkan tuntutan yang penuh amarah

dan emosional ke derajat yang penuh dengan argumentasi dan

rasional. Dengan demikian semua titik keadilan yang ingin

diperjuangkan oleh setiap individu dan kerompok masyarakat dapat

diselesaikan secara rasional dan beradab pada institusi demokrasi

yang tersedia, bukan emosional dan biadab. Disamping itu negara

demokrasi lebih menekankan peran pranata sosial seperti

organisasi masyarakat yang bersifat netral serta secara fungsional

turut mengambil bagian dalam penanganan konflik.lnilah kontribusi
penting civil society dalam kerangka demokrasi yang

sesungguhnya, dimana peran dan jarak pemerintah dalam
penanganan konflik sejauh mungkin dapat diminimalisir, sekaligus

menyandarkan peran individu dan kelompok elit masyarakat dalam
penciptaan stabilitas politik dan ketertiban umum (sociat order).

Dalam kaitan penyelesaian konflik politik pemerintahan,

mekanisme demokrasi penruakilan lazim digunakan guna

memusatkan konflik pada sedikit orang sebagai representasi terpilih

daripada membiarkan pencapain konsensus pada banyak orang
yang relatif sukar dilakukan. Pemilihan sistem perwakilan bermakna
pula bahwa konflik cukup diwakili oleh sekelompok orang terbaik

dalam masyarakat yang dipilih secara fair dan kredibel untuk

mewakili dan mengartikulasikan kepentingan setiap warga negara

dalam mencapai tujuan bersama (common good). Demikianlah

mengapa mekanisme penruakilan menjadi pilihan ideal socrates
dan Habermas guna menghasilkan penruakilan masyarakat yang

paling bermutu, bukan yang paling bermodal dan paling disukai

sebagaimana kecenderungan demokrasi di negara-negara

berkembang dewasa ini. Pada sisi lain penyelesaian konflik vertikal



antara pemerintah nasional dan sub nasional seringkali

diselesaikan melalui pilihan-pirihan khusus dan istimewa yang

memungkinkan masyarakat lokal dapat secara penuh

mengekspresikan tuntutan-tuntutan politik, ekonomi dan sosial

budaya.

Pemerintah nasional seringkari menyediakan tawaran politik

seperti wilayah asimetrik otonom yang menitikberatkan pada faktor-

faktor historis, sosial budaya maupun keseimbangan pembagian

kue ekonomi yang menjanjikan. Kegagaran melakukan negosiasi

dan kompromi dalam banyak kasus diberbagai negara termasuk

lndonesia telah menyisakan konfrik berkepanjangan antara
pemerintah nasional dan sub nasional melalui gerakan separatis

lokal. Pada akhirnya pilihan penyelesaian konflik dalam politik

pemerintahan baik pusat maupun daerah bergantung pada

mekanisme apa yang akan digunakan. Dalam kaitan konflik

horisontal di daerah yang berhubungan dengan akses terhadap

sumber daya kekuasaan misalnya, tampaknya secara teoritis dan

empirik pemerintah membutuhkan suatu pilihan mekanisme

representatif demokrasi dengan mempertimbangkan faktor
kedewasaan publik atas variaber pendidikan dan pendapatan.

sedangkan option bagi penyelesaian konflik vertikal membutuhkan

negosiasi dan kompromi yang berimbang untuk menghasilkan

kebijakan lose-win, atau win-win solution.

2.3. Fenomena Konflik Sosial di Indonesia

Realitas kebhinekaan di lndonesia bukanlah satu-satunya
penyebab gesekan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan

bernegara, akan tetapi perbedaan masyarakat dalam memahami

idiologiseringkali menciptakan perilaku eksklusif. Jika ditelaah lebih

mendalam Indonesia dibangun diatas fondasi kesamaan tujuan dan

keinginan untuk membangun negara yang bebas, merdeka, adil
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dan makmur sebagaimana tercantum dalam pancasila pada sila
ke-3 (tiga).

Michael Mann dengan sangat apik menjelaskan sesuai

dalam bukunya The Dark Srfes Democracy: Exptainingthe Ethnic

cleansing (2004) jika persoalan fenomena konflik secara teoritis

difahami dalam cara pandang fungsional maka sekurangnya ada

beberapa kelemahan mendasar. pertama, tentu saja cara pandang

ini seringkali menghindar untuk melihat dimensi sejarah (historis).

Masyarakat cenderung dibaca menjadi suatu struktur yang statis
dengan logika kemungkinan integrasi dan konsensusnya.

Pandangan fungsional ini dianggap gagal membaca probtem konflik
dalam masyarakat secara efektif, karena yang dilihat hanya konflik

sebagai suatu dimensi yang merusak dan mengganggu. Kedua,
pandangan fungsional juga memberi bias konservatisme.

cenderung menjaga kemapanan dari status quo yang ada. Nalar ini

sama halnya lebih berhati-hati untuk metakukan perubahan-

perubahan mendasar dalam masyarakat karena setiap perubahan

akan dianggap merusak dan mengganggu harmonisasi sistem yang

sudah ada sebelumnya. Ketiga, pandangan sistem semacam ini

tentu saja menyembunyikan apa yang disebut sebagai
'kepentingan' atau 'kekuasaan'. Dalam banyak pengalaman, sistem
ini bekerja dimana kekuasaan dianggap sebagai barang final yang

tak lagi bisa diotak-atik. Pada kecenderungan yang lebih abstrak,
pandangan fungsional cenderung naiT, ambigu dan lebih beruratak
'tautologis' dan tak memberikan makna apapun.22

Gerry van Klinken dalam bukunya 'perang Kota Kecil'

melihat berbagai fenomena konflik komunal Indonesia. Dalam salah

satu kesimpulan ia secara tersirat menegaskan ironi persoalan ini.

Era transisi dari totalitarianisme ke demokrasi yang sedang berjalan

hari ini ternyata juga harus tetap kita baca terus-menerus secara

kritis. Demokrasi dapat menjadi pisau bermata dua. Demokrasi

" George Ritzer dan Douglas J.Goodman.re ori sosiologi, Edisi terboru.2ot1,.hal. 747.
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tidak semerta-merta menjawab apa yang dimaknai sebagai
penyelesaian problem kebangsaan.23 Ruang liberalisasi secara
prinsip membuka kebebasan ekspresi yang menjadi satu prinsip

demokrasi, sementara liberarisasi demokrasi juga memungkinkan

berbagai kepentingan yang mengatasnamakan apapun baik suku,

agama, kepentingan dan lain-lain untuk berkontestasi. pada titik
ini, problemnya tak lagi memusat pada persoatan negara semata

tetapi terfragmenstasi dan menyebar pada berbagai hal. Konflik

kepentingan, kekerasan agama, konfrik etnis dan berbagai letupan

kekerasan kian hari justru bertambah . zaki Mubarok dalam catatan
'Geneologi lslam Radikal di rndonesia' secara kritis

menggambarkan proses relasi ini. Baginya demokratisasi telah
memberikan ruang yang semakin luas bagi kita, sebuah arena
terbuka, di mana berbagai spektrum aspirasi, ekspresi, dan
gerakan dari berbagai macam-macam entitas dapat
mengaktualisasikan diri secara bebas dan maksimal di dalamnya,

termasuk semakin terbuka lebarnya pubtic sphere bagi berbagai
pemikiran dan aktivisme keaga maan.2a

Nalar pembacaan terhadap berkembangnya konflik yang

hidup dalam masa transisi lndonesia ini juga hampir sama dibaca

secara kritis oleh Jacques Bertrand dalam bukunya Nasionalisme

dan Konflik Etnis di Indonesia. ra ingin memperlihatkan sebuah

relasi antara struktur kelembagaan demokrasi, terutama dalam

bingkai pembentukan wajah kebangsaan dengan berbagai masalah

konflik yang muncul. Ada relasi yang amat penting dari transisi

demokratisasi yang berjalan terutama era 90'an. Terbukanya

berbagai saluran politik yang juga memungkinkan lahirnya berbagai

" Jack Snyder.Dori Pemungutan Suora ke Pertumpahan Doroh : Demokratisasi dan Konftik
N,asional.(Jakarta : Penerbit Kepustakaan populer Gramedia, 2003)
'oLihat, M Zaki Mubarok.Gen eologi lslam Rodikat di lndonesio : Gerokan, pemikiran dan prospek
Demokrasi'(Jakarta;Penerbit 1P3ES,2007). Catatan yang lain yang hampir serupa adalahbuku
Masdar Hilmy, Teologi Perlawanan: lslamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia pasca orde
Baru, Penerbit Kanisius, yogyakarta, 2009.
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respon ekspresi kepentingan yang muncul baik dalam taraf
nasional maupun lokal.Bertrand juga menyoroti transisi era

otoritarianisme orde Baru ke era demokrasi dan berbagai

konsekuensi yang berkembang. Kekerasan etnis cenderung terjadi

selama masa-masa selama berlangsungnya perundingan ulang

mengenai model kebangsaan dan lembaga-lembaga negara. Ada

kecenderungan gelombang naik atau intensifikasi kekerasan

berlangsung secara kebetulan bersamaan dengan titik-titik simpang

kritis reformasi kelembagaan. Titik-titik simpang ini bisa terjadi

sebagai tanggapan terhadap ketegangan yang terbentuk dalam

lembaga-lembaga dan model kebangsaan model warisan masa
lalu.25

2.4 Manajemen Konflik

lstilah manajemen menurut Haney dalam Mardiyanto berasal
dari bahasa ltalia yaitu Maneggiare, yang berarti melatih kuda-

kuda. secara harfiah manajemen dapat dikatakan to handle yang

berarti mengendalikan.26 Mengacu pada kamus Inggris Indonesia

Echols dan shadily, management berarti pengelolaan dan istilah

manager berarti tindakan membimbing atau memimpin.2T Dalam
bahasa cina, manajemen adalah kuan ree yang berasal dari dua
kata yaitu kuan khung (mengawasi orang kerja) dan lee chai
(memanajemen konfliksi uang).sehingga manajemen dapat
didefinisikan sebagai mengawasi/mengatur orang bekerja dan

memanajemen konfliksi administrasi dengan baik. Menurut kamus

besar bahasa lndonesiamanajemen adarah proses penggunaan

sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.28

" Lihat Jacques Bertrand.Nasionalisme dan Konftik Etnis di tndonesio.(yogyakarta: penerbit
Ombak,, 20!2) hal.7. Analasis Bertrand tak terbatas pada konflik etnis tetapi juga melihat potensi
kecenderungan pola relasi yang sama pada konflik-konflik yang menyertakan masalah agama.2sMardianto, A. dkk.Penggunoon Manojemen Konflik Ditinjou Dari Stotus Keikutsertoan Dalom
Mengikuti Kegiaton Pencinto Alam Di lJniversitas Gojah Mada.Jurnal psikologi. No. 2. 2000.
" John M Echols, and Hassan Shadily. Kamus Inggris-lndonesia. (Jakarta : Gramedia pustaka
Utama.2000) .hal. 147.
" Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta 1997)
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Manajemen merupakan proses penting yang menggerakkan

organisasi karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada

usaha yang berhasil cukup lama. Berdasarkan beberapa pendapat

di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sebuah tindakan
yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunaan sumber

daya secara efektif untuk mencapai tujuan.

Menurut kamus bahasa lndonesia, konflik berati
percekcokan, pertentangan, atau perselisihan.2e Konflik juga berarti

adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang

atau kelompok-kelompok. setiap hubungan antar pribadi

mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau
perbedaan kepentingan. Johnson datam supratiknya
mengungkapkan bahwa konflik adalah situasi dimana tindakan

salah satu pihak berakibat mengharangi, menghambat atau

mengganggu tindakan pihak lain.3o Kendati unsur konflik selalu

terdapat setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya

masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang harus

dihindarkan karena konflik dianggap sebagai faktor yang merusak

hubungan. Konflik muncul bila terdapat adanya kesalahpahaman

pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu

dan terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.

Gottman dan Korkoff menyebutkan bahwa secara garis

besar ada dua manajemen konfrik, yaitu manajemen konflik

destruktif yang meliputi conflict engagemenf(menyerang dan lepas

control), withdrawal (menarik diri) dari situasi tertentu yang kadang-

kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri ketika

menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme
pertahan diri, dan compliance (menyerah dan tidak membela diri).

'n tbid
30 Supratiknya, A. Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis. yogyakarta : penerbit
Kanisius.1995.
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Beralih pada manajemen konflik konstruktif yaitu positive

problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi.

Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak

yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu

penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk

melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia

untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan

sebaliknya sedangkan negosiasi yaitu suatu cara untuk

menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh

dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan

dilakukan di masa mendatang.3l

Manajemen konflik disebut konstruktif bila dalam upaya

menyelesaikan konflik tersebut kelangsungan hubungan antara
pihak-pihak yang berkonflik masih terjaga dan masih berinteraksi

secara harmonis. Johnson dan Johnson dalam Faridamengatakan

bahwa ketika individu terlibat konfrik maka untuk menghadapinya

seringkali digunakan relegiusitas dasar manajemen konflik yaitu

withdrawing (menghindari), forcing (memaksa), smoothing

(melunak), compromising (kompromi), dan confronting
(konfrontasi).32 lndividu yang menggunakan cara withdrawing

cenderung berusaha menarik diri untuk menghindari konflik dan

orang yang terlibat dengannya. Forcing digunakan oleh individu
yang terlibat konflik yang berusaha untuk mengalahkan lawannya

dan memaksa untuk mau menerima sorusi konflik, sedangkan bila

individu menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari

demi keharmonisan hubungan dengan orang lain disebut

smoothing. Bila ada upaya mengorbankan sebagian tujuannya dan

membujuk orang lain untuk mau mengorbankan sebagian

tujuannya juga maka cara penyelesaian konflik tersebut disebut

"lbid
32Farida, 

I.A. Monaiemen Konftik Poda Remaja yang Tinggal Bersamo orong Tuo dan Remaja
Panti di Malong.(Yogyakarta: Fakultas psikologi Universitas Gadjah Mada,1996).
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comprimising, dan confrontation adalah bila individu memandang

konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dan berupaya agar
solusi yang digunakan mampu memecahkan masalah dan

memuaskan kedua belah pihak.

Jika dibandingkan dengan pendapat dengan Robin yang
juga tercantum dalam Faridayang menyatakan bahwa manajemen

konflik yang biasa digunakan seseorang adalah domination

(dominasi), capitulation (menyerah), inaction (tidak bertindak),

withdrawl (menarik diri), negotiation (negosiasi), dan third party

interuention (intervensi pihak ketiga).33 Ketika individu yang terlibat
konflik berusaha memaksa secara fisik pihak lain untuk menerima

kemauannya disebut cara dominasi. capitulation terjadi bila salah

satu pihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain yang terlibat

konflik, sedangkan bila salah satu pihak yang berkonflik tidak
melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik disebut inaction.

withdrawl adalah cara yang digunakan individu dengan

menghindar agar tidak terlibat dalam konflik yang terjadi.

Negotiation ditandai dengan adanya pertukaran pendapat antara

kedua belah pihak untuk mencapai tindakan yang disetujui

bersama dan intervensi pihak ketiga teryadi bila individu atau

kelompok di luar pihak yang bertikai berupaya menggerakkan

pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik.pada saat

ini pihak ketiga hanya berperan sebagai moderator.

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Johnson

mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu :

a) Gaya Kura-kura

Pihak yang menggunakan gaya ini beranggapan bahwa

setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Lebih

mudah menarik diri dari konflik, secara fisik maupun

psikologis, daripada menghadapinya.

"rbid
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b) Gaya lkan Hiu

Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi

adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain

tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara

satu pihak menang dan pihak lain kalah. Mencapai

kemenangan dengan cara menyerang, mengungguli, dan

mengancam.

c) Gaya Kancil

Pada gaya ini, hubungannya sangat diutamakan dan

kepentingan pribadi menjadi kurang penting. penyelesaian

konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari

masalah demi kerukunan.

d) Gaya Rubah

Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencapai

tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang

sama-sama penting.

e) Gaya Burung Hantu

Bagi pihak yang menggunakan gaya ini menganggap bahwa

konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya

yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun

tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik

bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara

mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang

bertikai.

Prijosaksono dan sembel (2003) mengemukakan bahwa

terdapat alternatif penyelesaian konfrik dipandang dari sudut

menang-kalah masing-masing pihak yang dibagi menjadi empat

kuadran manajemen konflik yaitu :34

'asembel, R. & sembel, s. Menguboh Konflik Menjadi Kerja soma.2oo3.
http://www.sinarharapan.co.idlekonomi/mandiri/2003/0902/man01.html, diakses pada tanggal
2L Mei 201,4

I
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a) Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi)

Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen

konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuannya adalah

mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui

konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat

semua pihak yang bertikai. proses ini memerlukan

komitmen yang besar dari kedua pihak untuk

menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan
jangka panjang yang kokoh.

b) Kuadran Menang-Kalah (Persaingan)

Kuadran ini memastikan bahwa ada pihak yang

memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya

menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai

kemenangan. Pihak yang kalah biasanyaakan lebih

mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga

terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara

kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini hanya

digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan

penyelesaian yang cepat dan tegas.

c) Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi)

Menunjukkan ada pihak berada dalam posisi mengalah atau

mengakomodasi kepentingan pihak lain. Mengalah dalam

hal ini bukan berarti kalah, tetapi kita menciptakan suasana

untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik yang

timbul antara kedua pihak.

d) Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik)

Merupakan cara dengan menghindari konflik dan

mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa

kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyeresaikan konflik

atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik

tersebut. cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk
potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting.
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Manajemen konflik dari Gottman dan Korkoff pada Mardianto

dengan pertimbangan bahwa klasifikasi dari kedua ahli tersebut

mewakili berbagai macam manajemen konflik yang ada dan sesuai

dengan permasalahan yang diteriti yaitu pos/frve problem solving,

terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu

bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi

tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap
perselisihan yang ada. Kedua, conftict engagemenf (menyerang

dan lepas control), manajemen konflik ini lebih bersifat mengontrol

dan tidak menyerang lawan daram proses penyelesaian konflik

tetapi lebih-lebih dengan cara yang bersifat perdamaian tanpa

menyerang lawan yang berkonflik.35 selanjutnya withdrawal
(menarik diri), pada manajemen konflik ini penyelesaian konflik,

pihak yang berkonflik tidak menarik diri dari konflik yang dialami

dan tidak menggunakan mekanisme pertahan diri, tetapi lebih

berusaha menampilkan diri untuk terus mempertahankan diri guna

meyelesaikan konflik yang terjadi dan yang terakhir compliance
(menyerah), manajemen konflik ini penyelesaian konflik lebih

bersifat tidak menyerah dan berusaha terus dalam penyelesaian

konflik yang terjadi.

Fisher menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih

umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan:36

(a) Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah

timbulnya konflik yang keras.

(b) Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri

perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.

"-Mardianto, A. Op Cit., hal.60
'o Simon Fisher. Op Cit,, hal 35
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(c) Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan

menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan

perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

(d) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan

berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa

tahan lama diantara kelompok-kelompok yang

bermusuhan.

(e) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik

sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha

mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi

kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang

harus dilakukan dalam mengelola konflik. sehingga masing-masing

tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misarnya pengelolaan

konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik dan

seterusnya.

2.5 Teori Konflik

Teori adalah seperangkat pernyataan yang secara sistematis

berhubungan atau sering dikatakan sebagai sekumpulan konsep,

definisi, dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan

suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan

menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel

dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Teori harus

mengandung konsep, pernyataan (statement), definisi, baik itu
definisi teoritis maupun operasional dan hubungan logis yang

bersifat teoritis dan logis antara konsep tersebut. suatu teori dapat

diterima dengan dua kriteria pertama, yaitu kriteria ideal, yang

menyatakan bahwa suatu teori akan dapat diakui jika memenuhi

persyaratan. Kedua, yaitu kriteria pragmatis yang menyatakan

bahwa ide-ide itu dapat dikatakan sebagai teori apabila mempunyai
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paradigma, kerangka pikir, konsep-konsep, variabel, proposisi, dan

hubungan antara konsep dan proposisi.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa

perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai

yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik

yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan

kondisi semula37. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini.

Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional,

dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan

keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan

konflik dalam sistem sosial. Teori konflik juga melihat bahwa di

dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan.

Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami

ko nfl i k-ko nfl i k ata u ketega nga n-ketega ngan.

Teori konflik yang muncul pada abad ke sembiran belas dan

dua puluh sebagai respon dari lahirnya duar revorution. yaitu

demokratisasi dan industrialisasi. Tokoh-tokoh teori konflik terbagi

ke dalam dua fase yakni tokoh sosiologi klasik dan tokoh sosiologi

modern. Adapun tokoh{okoh teori konflik sosiologi klasik adalah

sebagai berikut seperti Polybus, lbnu Khaldun, Nicolo Machiavelli,

Jean Bodin, dan Hobbes. sedangkan tokoh sosiorogi modern yang

mengemukakan tentang teori konflik adalah sebagai berikut:

a. Karl Max

Karl Max berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai

titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan

proletar adalah sentral di masyarakat. Konflik akan sering

muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan

bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka terjaga.

''Teori Konflik. Wikipedia.Ieori Konflik.http://id.wikipedia.orglwiki/Teori konftik.2013. Diakses
pada tanggal 2l Mei 2Q1-4
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Mereka membentuk perkumpulan yang kuat dan dapat

memberikan dukungan kepada mereka ketika perjuangan

semakin menguat. Bagian dari proletar dengan unsur-unsur

pencerahan dan kemajuan, peningkatan potensial secara

revolusioner.

Jika dibandingkan antara teori Max weber dengan Karl

Max dalam hal memecahkan konflik dasar masyarakat masa

depan maka dapat disimpulkan bahwa Max memandang konflik
pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses

terhadap kekuatan-kekuatan produksi, sekali kekuatan-kekuatan

ini dikembalikan kepada kontrol seruruh masyarakat, maka

konflik dasar tersebut akan dapat dihapuskan. Jadi sekali
kapitalis digantikan dengan sosiarisme, maka kelas-kelas akan

terhapuskan dan pertentangan keras akan berhenti. sedangkan
weber memiliki pandangan yang jauh pesimistik. la percaya

bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan

sosial yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan. weber
menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri
permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks,

walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk dan juga

tingkat kekerasan yang secara substansiar sangat bervarisi.

b. Lewis A. Coser

Berkaitan dengan konflik sosial, coser melihat katup

penyelamat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan
permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara
pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Katup

Penyelamat (savety-value) ialah sarah satu mekanisme khusus

yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari

kemungkinan konflik sosial juga merupakan sebuah institusi
pengungkapan rasa tidak puas atas sebuah sistem atau

37



struktur. Misalnya Badan Penryakilan Mahasiswa atau panitia

kesejahteraan Dosen. Lembaga tersebut membuat kegerahan

yang berasal dari situasi konflik tersalur tanpa menghancurkan

sistem tersebut.

Konflik oleh Coser dibagi menjadi dua, pertama adalah

Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-

tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari

perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang

ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.

Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan

mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.38 Menurut

coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terribat dalam

konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Misalnya

saja dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa

berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara

dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk

saling berhadapan di meja hijau. Masing-masing secara agresif

dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah

meninggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan

pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu. Kedua Konflik

Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuantujuan

saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan

ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser

menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan

dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan

lain-lain.

c. Ralf Dahrendorf

Teori konflik Ralf Dahrendorf merupakan separuh

penerimaan, separuh penolakan, serta modifikasi teori sosiologi

3tLewis 
A Coser .The Function of Sociot Conflict. (New York: Free Press,1956). Hal.151-210



Karl Max yang berpendapat bahwa pemilikan dan kontrol

sarana- sarana berada dalam satu individu-individu yang sama.

seperti halnya coser, Ralf Dahrendorf mula-mula merihat teori

konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut

merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisis

fenomena sosial.3e Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat

bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.

Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Karl Max
adalah ide mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk

konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Kemudian

dimodifikasi oleh berdasarkan perkembangan yang terjadi akhir-

akhir ini. Dahrendorf mengatakan bahwa ada dasar baru bagi

pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan

sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut

Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut

bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kerahiran keras.

Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka

yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Tetapi pada

dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka yang

berkuasa dan yang dikuasai. Dalam analisisnya Dahrendorf

menganggap bahwa secara empiris, pertentangan kelompok

mungkin paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai

pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan

kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok

penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi

keabsahan kekuasannya, sementara kepentingan-kepentingan

kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta

hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.

Misalnya kasus kelompok minoritas yang pada tahun 1960-an

kesadarannya telah memuncak, antara lain termasuk kelompok-

ttRalf 
Dahrendorf.C/oss ond Closs Conftict in tndustriol Society, (Calif.: Stanford University

Press.1959) hal. 142-189
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kelompok kulit hitam, wanita, suku Indian dan chicanos.

Kelompok wanita sebelum tahun 1960-an merupakan kelompok

semu yang ditolak oleh kekuasan di sebagian besar struktur

sosial di mana mereka berpartisipasi. pada pertengahan tahun

1960-an muncul kesadaran kaum wanita untuk menyamakan

derajatnya dengan kaum laki- laki.

Margaret M. Poloma menyebutkan bahwa Dahrendorf

secara tegas menyatakan teori konfliknya merupakan model

pluralistis yang berbeda dengan model dua kelas yang

sederhana dari Karl Max.a0 Max menggunakan seluruh

masyarakat sebagai unit analisis, dengan orang-orang yang

mengendalikan sarana produksi lewat pemilikan sarana tersebut

atau orang yang tidak ikut dalam pemilikan yang

demikian.Manusia dibagi ke dalam kelompok yang punya, dan
yang tidak. Dalam menggantikan hubungan-hubungan

kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori

kelas, Dahrendorf menyatakan bahwa moder dua kelas ini tidak

dapat diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan terapi

hanya pada asosiasi-asosiasi tertentu yang ada dalam suatu

masyarakat. Kekayaan, status ekonomi dan satus sosial,

walaupun bukan merupakan determinan pencerminan ketas

tetapi dapat memengaruhi intensitas pertentangan. Dalam hal

ini Dahrendorf mengetengahkan proposinya yaitu, "semakin

rendah korelasi ekonomi lainnya, maka semakin rendah

intensitas pertentangan kelas dan sebaliknya.

Analisis Konflik

Analisis konflik dapat diartikan sebagai suatu proses praktis

mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai

pandang. Analisis konflik akan sangat berguna dalam

memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-

2.6

untuk

sudut

aoMargaret 
M Poloma.So siologi Kontemporer. (Jakarta : pr Rajagrafindo persada, 2003)



kejadian konflik yang terjadi, mengidentifikasi semua aktor atau

kelompok yang terlibat dalam konflik, dan bukan hanya kerompok

yang menonjol saja, memahami pandangan semua aktor atau

kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungan satu sama

lain, mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-

kecenderungan yang mendasari konflik serta menentukan langkah-

langkah yang sebaiknya ditempuh untuk menghadapi konflik.al

Metode-metode dan alat-alat yang berbeda dapat digunakan

dalam kaitannya dengan dinamika konflik khusus. Namun, metode-

metode ini dapat berubah bergantung pada konteks, waktu, dan

berbagai aspek lainnya, yang harus dipertimbangkan oreh para

praktisi yang melakukan analisis konflik. Daram pendekatan

'Resolusi Konflik' banyak alat analisis yang digunakan secara luas.

Misalnya Model Pemetaan Konflik, Model penuturan cerita (story
Telling), model Ketakutan dan Kebutuhan, model Segitiga ABC

(A=attitude; B=behaviou4 C=confexf), model Matahari (Sun) yang

dapat membantu kita untuk menganalisis hubungan, sebab dan

akibat dari sebuah konflik. Model Grid dapat membantu

menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan situasi yang ingin

diciptakan melalui analisis sumber-sumber yang dimiliki baik itu
aktor maupun faktor yang dapat mendukung terciptanya

perdamaian atau rekonsiliasi.a2

Pemetaan Konflik ialah suatu teknik yang digunakan untuk

menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak

yang berkonflik dengan masalah dan dengan pihak lainnya.

Pemetaan konflik berguna untuk mengetahui berbagai sudut

pandang masyarakat yang berbeda ketika memetakan situasi

mereka bersama.Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah

menentukan apa yang ingin dipetakan, kapan dan dari sudut

otST.Tri 
Guntur Narwaya, dkk. Penanganan Konftik Bernuonso Keagomoon.(yogyakarta: pUSHAM

Ull, 2013)hal.58
o'ST.Tri 

Guntur Narwaya, dkk.Op Clt,hal 59
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pandang apa. Teknik ini lebih bermanfaat bila setiap kelompok

melakukan pemetaan berdasarkan sudut pandangnya masing-

masing, dan inti dari analisis ini adalah mencoba merenkonsiliasi

sudut pandang yang berbeda dalam rangka mengelola konflik.

Langkah selanjutnya menempatkan diri atau organisasi di peta

yang berarti menunjukkan bahwa ada dalam situasi konflik tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam konfrik baik langsung maupun tidak

langsung memiliki persepsi tertentu tentang organisasi yang ingin

menengahi konflik. sebagai pihak penengah sedapat mungkin

memiliki hubungan atau kontak dengan pihak-pihak yang

menghendaki diselesaikannya konflik tersebut.

Terakhir, dalam melakukan pemetaan penting mengajukan

beberapa pertanyaan sebagai berikut: siapa pihak-pihak utama

yang terlibat? siapa pihak-pihak lain yang berkaitan dengan

konflik? Termasuk kelompok kecir atau pihak luar? Apa hubungan

antara semua pihak itu? Bagaimana caranya pihak-pihak itu
tenryakili dalam peta? siapa saja yang melakukan persekutuan

(aliansi)? siapa saja yang memiliki hubungan dekat? siapa saja
yang mengalami hubungan yang retak? Siapa saja yang

mengalami konfrontasi? Apa saja isu-isu pokok di antara pihak-

pihak yang ada dalam peta, setidaknya pihak-pihak yang

berkonfrontasi? Bagaimana hubungan kita sebagai kelompok
penengah dengan pihak-pihak yang ada dalam peta. Apakah ada
hubungan khusus? dan sebagainya.a3

Penuturan cerita (Story Telling) merupakanmodel yang

bertujuan memahami berbagai versi penilaian yang diberikan oleh

masing-masing pihak atau kelompok yang berkonflik mengenai

cerita yang 'sama'. Langkah-langkahnya antara lain mendatangi

masing-masing kelompok yang bertikai dan mendengarkan cerita

mereka tentang konflik tersebut, membuat daftar poin-poin utama

ot tbid
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yang sesuai dengan konflik tersebut, khususnya yang dianggap

penting atau bernilai bagi masing-masing kelompok, membuat

sekali lagi daftar yang saling berlawanan. Dalam hal ini, letakkanlah

informasi yang sesuai secara bersamaan (dalam satu baris yang

sama), dan buatlah dalam pola yang seragam, jika perlu, membuat

'garis waktu' (timeline). Misalnya, apa yang dikatakan oleh satu

kelompok tentang kejadian pada tahun tertentu, bagaimana

kelompok lain menggambarkan kejadian yang berlangsung pada

tahun yang sama, serta peristiwa penting apa yang terjadi menurut

masing-masing kelompok. Mencari perbedaan-perbedaan atau

informasi yang kurang dan usahakan untuk mengumpulkan

informasi yang dimaksud. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan

secara terpisah. Namun, kalau kelompok-kelompok menghendaki

adakanlah sebuah pertemuan yang lebih besar lagi dimana setiap

kelompok dapat membagi cerita menurut versinya masing-

masing.aa

Catatan penting adalah bila kedua kelompok merasa dapat

duduk bersama secara tenang dan saling percaya, maka yang

terbaik adalah mengajak mereka duduk bersama untuk membahas

masalah tersebut.lni adalah penuturan cerita, bukan 'fact finding'.

Karena itu penting menunjukkan minat untuk mendengarkan cerita

tersebut.Dalam menjalankan proses ini, tidak boleh hanya terpaku

pada data dan mengabaikan emosi orang-orang yang menuturkan

ceritanya. Karena itu, penting sekali untuk ikut memahami emosi

masing-masing kelompok dalam kaitannya dengan konflik. Namun,

dalam usaha memahami emosi ini, pendengar jangan terkecoh

dengan usaha melebih-lebihkan cerita sehingga menganggapnya

sebagai fakta. Alat analisis ini harus disesuaikan dengan konteks

komunitas yang dihadapi. Kalau tidak cocok dengan metode

menuliskan cerita, sebaiknya digunakan penuturan lisan saja.

ooST.Tri 
Guntur Narwaya, dkk.Op Cit., hal 60
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setelah analisis diselesaikan, maka tindakan selanjutnya

adalah mem-follow up analisis dengan membagi informasi ke

berbagai pihak terkait yaitu penduduk, pihak militer, aparat

pemerintah terkait, NGO, pemuka agama, pemimpin politik,

organisasi berbasis komunitas, perkumpulan dagang, dan media.

Hasil analisis dapat digunakan untuk bahan kerompok mediator dan

fasilitor konflik untuk memperkuat komunikasi, koordinasi,

kolaborasi dan jaringan serta untuk menciptakan kesadaran untuk

dipublikasikan.

Model Segitiga ABC merupakanalat analisis yang berguna

untuk membantu fasilitator untuk memahami pola prilaku

(Behaviour atau B) masyarakat pada saat terjadinya konflik serta

faktor-faktor yang menyebabkan prilaku tersebut.Faktor-faktor

tersebut disebut Attitude (A) dan context (c).Alat ini disebut

segitiga ABC karena membahas Attitude (sikap dan cara pandang),

Behaviour (prilaku), dan contexf (konteks atau kejadian-kejadian

yang melingkupi konflik). Model ini didasari oleh asumsi bahwa

prilaku orang dapat berubah cepat, namun tidak dengan sikap dan

konteks yang mereka hadapi. Demikian pula sikap dan konteks

mempengaruhi prilaku mereka.as

2.7 Penanganan Konflik di Pemerintahan Daerah

Adapun peran penting masing-masing pihak terkait Konflik

sosial, khususnya di Pemerintahan Daerah dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Pemerintah Pusat.

Kebijakan Penanganan Konflik oleh Pemerintah pusat diharapkan

melalui antara lain :

otST.Tri 
Guntur Narwaya, dkk.Op Cit., hal.6I
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1) Dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam

menangani konflik hendaknya melalui pendekatan sosio-
Psykology Antropologi dan berusaha berlaku senetral dan seadil

mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2) Kebijakan penyelesaian konflik yang menyangkut seluruh

kehidupan masyarakat hendaknya ditangani secara tuntas,

menyeluruh, terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan

selu ru h i nsta nsi/i nstitusi serta m asyara kat.

3) lmplementasi pananggulangan konflik hendaknya dapat dilihat

secara jelas peran instansi/institusi terkait, tokoh agama, tokoh

masyarakat dan tokoh adat serta masyarakat, agar tidak terjadi

kesalahan persepsi dalam penyeresaian konflik ditengahtengah

kehidupan masyarakat.

b. Pemerintah Daerah

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Daerah hendaknya

berpegang dan mengacu kepada kebijakan yang telah dikeluarkan

oleh Pemerintah Pusat, sehingga implementasi kebijakan

Pemerintah Daerah dalam menanggurangi konflik sudah

mempunyai legal-aspecf secara institusi, yang antara lain:

Melakukan peningkatan koordinasi antar instansi, tokoh agama,

tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam penanggulangan

konflik yang terjadi serta berusaha memberikan kewenangan-

kewenangan kepada instansi tokoh tersebut sesuai dengan

kompetensi masing-masing untuk menanggulangi atau

mengatasi konflik yang terjadi.

Pemerintah Daerah mengadakan berbagai pertemuan-

pertemuan dalam upaya menjalin komunikasi, persaud araan

dan tali silaturahmi di antara komunitas masyarakat baik itu
komunitas yang berdasarkan agama (lslam atau Kristen)

maupun berdasarkan pulau (tempat tinggal).

1)

2)
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3) Mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat ikut

berperan serta dalam merumuskan kebijakan untuk

menanggulangi atau menangani konflik yang terjadi.

c. Aparat Penegak Hukum

Pihak ini tidak boleh terpancing emosi, terprovokasi ataupun larut

dalam pertikaian atau konflik, tidak memihak, berlaku yang adil dan

memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perannya dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung proses

hukum yang adil dan netral.

2) Membentuk aparat penegak hukum yang benruibawa dalam

kualitas dan kuantitas yang cukup.

3) Membentuk dan membangun masyarakat yang memiliki tingkat

kesadaran hukum yang tinggi.

4) Kasus yang terindikasi sebagai penyebab konflik hendaknya

ditangani secara tuntas sampai dengan pemberian sangsi

hukum yang sesuai.

d. Badan Mediasi Nasional (BMN)

BMN merupakan sebuah lembaga fungsional dan lembaga kerja di

bawah presiden. Untuk melancarkan fungsi dan pekerjaan, BMN

bisa membuka cabang yang bersifat adhoc di beberapa daerah

konflik yang memerlukan. Dalam keadaan damai, BMN secara

terus-menerus dan aktif melakukan studi, pendokumentasian,

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang konflik sosial

terutama di wilayah-wilayah dengan potensi konflik yang tinggi.

BMN juga berperan sebagai rujukan bagi lembaga-lembaga

penanganan konflik sesuai UU PKS, yang juga menekankan

mediasi sebagai cara atau metode penyelesaian konflik. Rujukan

yang dimaksud bisa berupa hasil studi atau dokumentasi tentang

masalah yang menjadi pangkal konflik, proses penyelesaian konflik,



proses mediasi dan negosiasi, program dan tindakantindakan

penguatan konflik, dalam hal penetapan status daerah konflik, dan

sejauh mana pelibatan aparat kemanan TNI-PoLRl harus dilibatkan

dalam penanganan konflik. selain sebagai rujukan dan peraksana

dalam penanganan konflik, BMN juga akan berperan aktif daram

harmonisasi peraturan perundangan dan koordinasi antar lembaga

dalam penanganan konflik.

e. Aparat Keamanan

Dalam penanganan konflik sosial, maka peran aparat keamanan

adalah sebagai berikut:

Aparat keamanan baik dari Kepolisian dan dari TNI dalam

melaksanakan tugas menangani konflik hendaknya bersifat

netral tanpa berpihak pada kelompok-kelompok yang bertikai,

dan menerapkan aturan atau prosedur penanganan yang

berlaku meliputi penanganan sesuai skala konflik yang terjadi.

Melengkapi aturan yang mampu untuk mendukung keamanan

dan ketertiban masyarakat.

3) Membentuk aparat keamanan yang berwibawa, berkuaritas dan

profesional.

f. Masyarakat

Konflik sosial adalah perseteruan dan I atau benturan fisik dengan

kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan

nasional. Unsur masyarakat dapat dibagi sebagai berikut:

1. Tokoh Agama.

a) Dalam menyampaikan ajaran agama hendaknya tidak

membanding-bandingkan antara agama yang dianut dengan

1)

2)
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agama yang lain, serta tidak berusaha mendiskriditkan

agama lain.

b) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap

agama yang dipeluknya.

c) Berusaha untuk mengajak umatnya memahami keberadaan

agama lain serta umat yang memeluknya.

d) Membangun toleransi dan kerukunan yang tinggi antar umat

beragama

2. Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat.

a) Mengajak masyarakat mengembangkan budaya lokal

sebagai budaya nasional yang mampu mendukung dinamika

pembangunan.

b) Mengembangkan budaya lokal agar berperan efektif dalam

kehidupan masyarakat secara nasional.

c) Memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat baik

masyarakat pendatang Peran Serta Masyarakat Dalam

Penanganan Konflik Sosial

Pasal 52 - Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Tentang Pengananan Konflik Sosial, menetapkan peran serta

masyarakat dan pendanaan. Undang-undang ini menentukan

bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan

Konflik berupapembiayaan, bantuan teknis, penyediaan

kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik dan bantuan

tenaga dan pikiran.

3. Wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas penyelesaian

Konflik Sosial Skala Kabupaten/ Kota.
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2.8 Kealpaan Pemerintahan Daerah dalam penanganan

Konflik

Meskipun telah jelas bagaimana peran pemerintah baik

pusat maupun daerah yang tercantum dalam undang-undang dan

telah nyata pula bagaimana langkah-rangkah implementasi

penanganan konflik, namun masih juga terdapat berbagai kealpaan

dari pemerintah sendiri, contohnya yang dapat disimpulkan pada

kasus Konflik Mesuji. Konflik agraria di Mesuji pada dasarnya

merupakan konflik antara perusahaan dengan petani sekitar

mengenai hak klaim tanah karena pemerintahan orde Baru yang

cenderung setralistik dan otoriter. Hal tersebut juga terkait pada

kepemilikan hak tanah yang dikuasai oreh pemerintah, yang

sebelumnya merupakan tanah-tanah adat milik warga sekitar.

Tanah tersebut kemudian dijual kepada perusahaan-perusahaan

dengan mengeluarkan surat izin dan HGU kepada perusahaan

tersebut. Pemberian izin dan pengeluaran HGU kepada
perusahaan inilah yang memicu timbulnya konflik agraria di Mesuji,

apalagi masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pengambilan

keputusan dan negosiasi ganti rugi hak tanah sehingga hal ini

menimbulkan kemarahan masyarakat daerah tersebut, namun

tindakan aparat keamanan yang cukup represif saat itu

menyebabkan gejolak-gejolak konflik agraria dapat diredam dan
petani pada akhirnya tidak mempunyai keberanian untuk

melawannya. Dengan kata lain, pemerintah di masa orde Baru

berlaku tidak adil dalam masalah agraria ini dengan mengeluarkan

peraturan-peraturan yang mendukung pihak pengusaha daripada

masyarakat kecil di daerah tersebut. Kondisi ini telah berlangsung

cukup lama hingga masa reformasi.

Pasca reformasi, konflik agraria justru semakin memanas.

sebelumnya, jatuhnya rezim dan menguatnya kembali demokrasi,

mulai terjadi reclaiming atas hak tanah yang sebelumnya telah
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diambil oleh pengusaha.Konflik ini kadangkara menjadi sebuah

konflik yang bersifat kekerasan, salah satu contohnya seperti

peristiwa yang terjadi di Mesuji. Munculnya konflik-konflik ini tidak

lain adalah masih belum adanya tindakantindakan tegas dan

kealpaan dari pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.

Ketidakadilan masih dirasakan khususnya oleh kelompok petani

karena belum adanya perundang-undangan yang mengatur

mengenai masalah agraria secara tegas.

Ketidakadilan ini terlihat jelas saat terjadi peristiwa

penembakan yang dilakukan oleh aparat kemanan terhadap warga

di daerah Mesuji Lampung. Tidak tanggung-tanggung hal tersebut

membuat beberapa warga kehilangan nyawa mereka karena

diberondong peluru aparat kemanan.Tindakan ini merupakan

tindakan pelanggaran HAM berat yang dirakukan oleh aparat

keamanan.Banyak pihak mengecam tindakan tersebut, termasuk

dari LSM dan organisasi-organisasi seperti WALHI, LBH,

WACANALA dan lain-lain. Mereka menganggap aparat pemerintah

berpihak pada kelompok pengusaha dengan berraku semena-mena

terhadap rakyat kecil. Fakta-fakta tersebut nampaknya telah

menunjukkan absennya negara dalam mengatasi konflik. sejatinya

Pemerintah yang mempunyai otoritas dalam negara berperan

sebagai penengah pihak-pihak yang berkonfrik tersebut. Bisa saja

kasus Mesuji lainnya dapat meluas sehingga nantinya akan dapat

merusak tatanan sosial di dalam masyarakat.

2.9 Pendanaan dalam Penanganan Konflik

Mengenai pendanaan Penanganan Konflik yang digunakan

untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan pemurihan

Pascakonflik menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD

sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-

--
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masing. Pemerintah mengalokasikan dana ApBN untuk

Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang

bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. pemerintah

Daerah mengalokasikan dana APBD untuk pencegahan Konflik

melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung
jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi

pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau

dana belanja tidak terduga pada APBD oleh pemerintah daniatau

Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan Tugas penyelesaian

Konflik sosial yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dana siap pakai ini

bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran

kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan

fungsinya. Lalu Pemerintah Daerah mengalokasikan dana

pascakonflik melalui APBD. Dana pascakonflik digunakan untuk

mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap
pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pemerintah Daerah yang daerahnya mengarami konflik dan

memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan

permintaan dana pascakonflik kepada pemerintah melalui dana
alokasi khusus (DAK) dengan merampirkan kerangka acuan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana

anggaran biaya. Pengajuan dana pascakonflik oleh pemerintah

Daerah dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan

dalam negeri. Pasal 61 Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfrik sosial, memberikan

batas waktu kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan

pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan. Undang-undang ini mendelegasikan kepada
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pemerintah untuk membuat 4 (empat) Peraturan pemerintah

sebagai pelaksanaan mengenai tindakan darurat penyelamatan

dan perlindungan korban, bantuan penggunaan kekuatan TNl,

peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik, dan

perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan

Penanganan Konflik.

2.10 Etika Media dalam Situasi Konflik

Semua orang tahu, peran media adalahmempunyai opini

dan membentuk opini.Membentuk opini dalam situasi konflik perlu

diterjemahkan dalam peran meredakan ketegangan. Media juga

telah terlibat menciptakan figur kekuatan politik yang jauh dari ideal

etika politik. Konsesi yang diberikan media menjadikan media

sendiri sandera. Media itu selalu di bawah bayang-bayang

ancaman kekerasan bila tidak memberi ruang kepada

mereka.Korban makin terpuruk, karena media yang dianggap

menjadi benteng terakhir bagi korban, justru memihak kepada

algojo. Protes terhadap media bukan lagi hanya bahwa media telah

memperlakukan dalam posisi sama pelaku kejahatan dan korban.

Namun, lebih dari itu, media tertentu telah memihak pelaku

kekerasan.ao

Berbicara etika media, perlu memperhitungkan, media

berjuang untuk bisa bertahan secara ekonomis sekaligus bisa tetap

hidup sebagai pemberi informasi.Masyarakat kita kini adarah

masyarakat komunikasi. Tidak ada kekuasaan baik politik, ekonomi,

agama atau pendidikan yang bisa lepas dari strategi komunikasi.

Komunikasi dalam arti ini adalah informasiyang diorganisir,

otLihat opini DR. Haryatmoko, pengajar
Indonesia dan Universitas Sanata Dharma,
Situosi Konflik

pada program Pascasarjana Filsafat Universitas
Jogjakarta, dalam tulisannyaEtika Media Dalam
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informasi yang dikontrol, informasi yang diarahkan.Memberi

informasi lebih dari sekadar berkomunikasi, tetap mengurai,

mengeksplisitkan, menyingkap.

2.11 Konflik Ketimpangan Ekonomi

Harus diakui bahwa dampak pendekatan pembangunan

dimasa orde baru secara umum memberikan kesejahteraan relatif

dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 7% selama periode

tertentu. Namun demikian pola penyeragaman (uniformitas,) dalam

kerangka sistem sentralistik telah membuahkan ketidakadilan bagi

daerah-daerah yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar

ke pusat lewat sumber daya ekonomi yang tersedia. Aceh, Riau,

Papua dan Kalimantan Timur adalah contoh dimana pendekatan

pembangunan selama itu tak mampu memberikan distribusi

seimbang dalam pembangunan lokal. Akibatnya letupan reformasi

tahun 1998 membuka peluang sekaligus mendorong lahirnya

kesadaran daerah-daerah dimaksud untuk melakukan renegosiasi

dalam hal distribusi sumber-sumber ekonomi bagi penciptaan

kesejahteraan rakyat di daerah. Konflik Aceh dan Papua yang

relatif panjang setidaknya dapat diredam lewat kebijakan

desentralisasi asimetrik. Sementara daerah-daerah lain

memperoleh kompensasi yang cukup menjanjikan setelah lahirnya

kebijakan otonomi daerah ditambah perimbangan keuangan

melalui UU 32 dan 33 Tahun 2004. Mesti diakui bahwa undang-

undang pemerintahan daerah yang meletakkan dasar-dasar

otonomi daerah melalui penyerahan sebagian besar kewenangan

pusat ke daerah merupakan respon yang cukup efektif terhadap

potensi konflik yang menjurus kearah disintegrasi bangsa.

Jika dilihat dalam kerangka penanganan konflik, kebijakan

otonomi daerah setidaknya telah mencegah konflik lebih luas

sekaligus menghentikan bibit separatis diberbagai daerah.
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Persoalannya apakah upaya pemulihan konflik terus dilakukan

pemerintah di daerah? Tampaknya pemerintah kurang

memperhatikan aspek terakhir dalam siklus penanganan konflik di

daerah. sebagai contoh potensi tuntutan Papua dan Aceh kini terus

membengkak lewat berbagai strategi revisi atas desentralisasi

asimetrik kearah otonomi khusus p/us atau bahkan otonomi ptus-

plus. Ini merupakan potensi konflik yang mesti didalami serius

sebelum berubah menjadi konflik terbuka sebagaimana

pengalaman masa lalu. Diluar itu tumbuhnya fanatisme lokal untuk

memperoleh kekhususan atau keistimewaan sebagaimana terapi

pusat pada Aceh, Papua, Jogja dan Jakarta lewat kebijakan

desentralisasi asimetrik dapat menjadi ancaman dimasa

mendatang. Bali, Riau dan Kalimantan Timur mungkin menjadi

ancaman konflik vertikaljika desain kebijakan pemerintahan daerah

tak mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi yang

mereka aspirasikan. Pemulihan konflik lewat pembangunan

kesadaran dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang

tanggungjawab berbangsa dan bernegara sejauh ini tak memiriki

konsep, program dan kegiatan yang jelas dalam jangka panjang

dan terus-menerus. Kealpaan ini disadari atau tidak telah semakin

menguatkan ikatan primordial sempit dan meningkatkan ego

kedaerahan. Harus disadari bahwa otonomi daerah pada awarnya

tidak saja menjadi jawaban atas upaya pencegahan dan

penghentian konflik di daerah, namun dalam jangka panjang tanpa

skema revisi atas kualitas otonomi yang mampu mengakomodir

kepentingan sejumlah daerah dimaksud, otonomi dapat saja

menjadi residu konflik selanjutnya. Penyiapan draft undang-undang

daerah kepulauan maupun revisi undang-undang otonomi khusus

Papua adalah petunjuk awal dimana bahaya konflik vertikal tetap

menganga di depan mata.
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a. Konflik Politik Lokal

Konflik akibat pemilihan Bupati, walikota dan Gubernur serta

pemilihan legislatif di daerah pada dasarnya telah memiliki saluran

penyelesaian konflik yang jelas. Upaya mencari keadilan bagi

setiap pasangan yang kalah serta anggota legislatif yang tak tepilih

menjadi anggota DPRD, DPR dan DPD dapat dilakukan melalui

mekanisme yang disediakan oleh undang-undang. sekaripun

demikian, kasus pemilihan kepala daerah sejauh ini telah menyeret

basis konstituen kedalam konflik face to face. Kekalahan pasangan

kepala daerah seringkali tak dapat diterima oleh massa pendukung

lainnya. Upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi tetap

diragukan apalagi seiring dengan munculnya distrust masyarakat

terhadap anggota hakim pemutus sengketa pemilukada (rihat kasus

Akil Muchtar). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap rembaga-

lembaga peradilan pemerintah sebenarnya adalah gambaran

dimana kepercayaan masyarakat pada pemerintah secara umum

berkurang dengan sendirinya, sekalipun mereka sendiri tak memiliki

pilihan lain dalam memperjuangkan kepentingan diri dan

kelompoknya. Sebagai contoh sejumlah putusan pTUN yang

memenangkan pasangan atau caleg tertentu pada tahapan

keputusan administratif penyelenggara pemilu tak menjadi rujukan

wajib. Kondisi ini membuat pasangan dan basis konstituennya

mengalami frustasi sehingga menyulut konflik di daerah.

Dalam hal pemilihan anggota legislatif pada tanggal 9 April 2014

setidaknya konflik terjadi antara peserta dengan peserta, peserta

dengan penyelenggara pemilu, serta peserta dengan masyarakat.

Konflik antar sesama peserta pileg diindikasikan lewat pengalihan

suara internal parpol, peserta bekerjasama dengan penyelenggara

pemilu untuk mencurangi suara peserta lain, termasuk melibatkan

masyarakat untuk memperoleh suara orang lain. Dalam catatan

Mabes Polri (Republika Mei 2014), terdapat paling tidak 244
pelanggaran pemilu dimana sebagian besar adalah konflik antar
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sesama partai. Realitas ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus

salah satu caleg PKS di Denpasar, atau kasus kanibalisasi suara di

salah satu kelurahan di Kota Manado melalui penghilangan berita

acara dan sertifikat pileg. Konflik antara peserta dan penyelenggara

pileg dapat diidentifikasi dari munculnya kecemburuan peserta lain

akibat aksi money politics sehingga penyerenggara dengan leluasa

melakukan kecurangan seperti mengurangi, menambah,

menghilangkan dan merusak suara tertentu. sampai dengan 2g

April 2014 terdapat 75 kasus money politics dari 244 pelanggaran

pemilu. sementara konflik antara peserta dengan masyarakat dapat

dilihat dari upaya penarikan kembali beberapa pemberian barang

dan jasa seperti kasus pemblokiran jalan umum dan pembongkaran

rumah yang dilakukan sebelum dan sesudah pileg (lihat kasus di

salah satu desa di Kabupaten sidoarjo dan sidrap). sekalipun

konflik semacam ini tidak meluas, namun secara umum terdapat

potensi konflik yang sama di hampir semua daerah yang akhirnya

dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada caleg

terpilih. Jika caleg terpilih dicurigai hasir money politics, maka

pemerintahan yang terbentuk dapat dinilai sebagai pemerintahan

produk pemilu sarat money politics. Jika kepercayaan masyarakat

luntur maka ketegangan antara pemerintah dan masyarakat

kedepan akan semakin meningkat, sebab bisnis pemerintahan

pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. semakin dissosnfif
hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin rentan

konflik antara pemerintah dan masyarakat, sebariknya semakin

asosiatif relasi antara pemerintah dan masyarakat semakin rendah

peluang terjadinya konflik.

Dalam hubungan inilah pentingnya membangun kepercayaan

pada pemerintahan melalui sistem dan mekanisme demokrasi yang

fair. sama halnya dengan konflik akibat ketimpangan ekonomi,

penanganan konflik akibat pemilihan pemimpin di daerah relatif

terakomodir melalui mekanisme dan prosedur yang tersedia seperti
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Pemilihan Suara Ulang (PSU), penghitungan ulang, adanya Dewan

Etik Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian dan pengadiran

Tinggi rata Usaha Negar:a (PTUN). Ketersediaan sarana tersebut

menunjukkan bahwa upaya penanganan konflik dalam lingkup

pencegahan dan penghentian konflik yang lebih luas di daerah

cukup terpenuhi sekalipun lagi-lagi tahapan pemurihan konflik

melalui perubahan sistem, perbaikan mekanisme, peningkatan

sosialisasi, peningkatan manajemen informasi, pembiayaan saksi

serta penegakan hukum perlu terus dilakukan guna menghasilkan

kualitas caleg dan Pemilu yang lebih baik sekaligus meminimalisasi

letupan konflik yang terakumulasi dimasa mendatang.Keseluruhan

contoh diatas merupakan bagian dari program dan kegiatan yang

dapat didesain dalam lingkup rekonsiliasi, rehabiritasi dan

rekonstruksi. Rekonstruksi dapat dimulai dengan perundingan

damai, restitusi dan pemaafan. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui

program penguatan kebijakan yang akomodatif, pemulihan

psikologi, sosial, ekonomi, budaya, relasi sosial yang adil, serta

pelayanan kesehatan. Sementara upaya rekonstruksi dapat

dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

dibidang kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan sarana

ibadah yang layak.

Akhirnya, pada tingkat selanjutnya pemerintah perlu

mengkonkritkan kembali upaya pemulihan konflik berbentuk

konsep, program dan kegiatan yang jelas sebagai bagian dari

penanganan konflik selain pencegahan dan penghentian konflik

jangka panjang. Khusus pemilihan kepala desa yang kemungkinan

berpotensi dimasa depan diperlukan instrument pelaksanaan yang

jelas mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan daerah

dengan tetap mengakui dan menghormati realitas perbedaan

sebagaimana maksud dalam pasal 188 ayat (2) konstitusi UUD 45.

Pengakuan Hak Ulayat dalam UU Desa secara implisit setidaknya

mengurangi konflik pertanahan khusus di desa-desa adat.
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Sementara potensi konflik dalam pemilihan presiden dapat

diantisipasi melalui upaya meningkatkan kejujuran penyelenggara

pemilu, penegakan hukum, tanggungjawab para pemimpin par:tai,

peran pengawasan civil society, serta perluasan koalisi dan

pembagian kekuasaan secara proporsional.

2.12 Community Policing dan Restrotative Justice Sebagai

Alternatif Penanganan Konflik

Dua istilah tersebut berangkat dari penyelesaian konflik

sosial melalui jalur hukum yang tidak dapat menyelesaikan

masalah. Sehingga muncul cara non hukum yang ditempuh untuk

menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam penyelesaian secara non hukum di masyarakat, yakni

community policing yang dijiwai restorative justice.

fstilah Community Policing pertama kali digunakan oleh

Kepolisian Jepang pada tahun 2003.lstilah tersebut diilhami dari

tulisan David Bayley yang berisi tentang hasil penelitian mengenai

sistem Koban dan Chuzar'sho di Jepang.aT Berdasarkan Peraturan

Kapolri No.7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan

lmplementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Tugas Polri, Community Policing atau Polmas (Pemolisian/

Perpolisian Masyarakat) adalah penyelenggaraan tugas kepolisian

yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan

kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak

sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus

dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara

memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga

masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi

gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat,

mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi

a7 Purwadi Arianto, Community Policing Sebagai Gaya Perpolisian Masyarakat (suatu tinjauan
dalam upaya pencegahan kejahatan), (makalah: tanpa tahun), hal. 3.
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permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta

ketertiban di lingkungannya.os

US Department of Justice,Community Oriented Policing

Seruice (COPS) memberikan definisi Community Policing sebagai

filosofi organisasi yang bercirikan pada pelayanan polisi seutuhnya,

personalisasi pelayanan, dan desentralisasi dimana anggota

ditempatkan secara tetap pada setiap komunitas, kemitraan polisi

dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah

kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan

tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat.ae Menurut

Purwadi Arianto, Community Policing adalah gaya perpolisian yang

mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Namun

dapat juga didefinisikan sebagai cara atau gaya atau model

pemolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat

setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah sosial

dalam masyarakat.so Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa dalam Community Policing terdapat 2 (dua)

unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu Polisi dan

masyarakat yang menjalin kemitraan demi terciptanya kamtibmas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan

model Polmas atau "Perpolisian Masyarakat" yang merupakan

perpaduan serasi antara konsep Community Policing yang

diterapkan di beberapa negara luar dengan konsep Bimmas pada

tanggal 13 Oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan

Kapolri dengan Nomor Skepl737lxl2005. Dengan terbitnya Surat

Keputusan Kapolri tersebut secara resmi Kepolisian Negara

Republik lndonesia menerapkan model Community Policing khas

Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas. Surat Keputusan

otLihat Peraturan Kapolri No.7 Tahun Tentang Pedoman Dasar Strategi dan lmplementasi

Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, pasal 1 ayat (7).2008
aeperpolisian 

Masya ra kat. http://sikatbekasi.word press.com/2008/07125lperpo lisia n-

masvara kat-polmas/. Diakses tangga I 27 Mei 2Ot4
50 

Pu rwadi Arianto,Op.cit.,hal. 3.
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Kapolri dengan No. Pol: Skep/737lV2005,

beberapa SK Kapolri.

didukung oleh

Friedmann merumuskan konsep community policing sebagai

sebuah kebijaksanaan dan strategi yang bertujuan untuk

memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam

mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman

kejahatan (fear of crime), memperbaiki kualitas kesejahteraan

hidup,meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi

melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber daya

komunitas masyarakat yang mencari upaya untuk merubah kondisi-

kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.5l Community

policing mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas

dari polisi, peran serta yang lebih besar dari publik dalam

pengambilan keputusan dan kepedulian yang lebih besar terhadap

hak-hak sipil dan kebebasan. US Departement of Justice,

Community Oriented Policing Service (COPS) memberikan definisi

communitypolicing sebagai filosofi organisasi, yang bercirikan pada

pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan, dan

desentralisasi dimana anggota ditempatkan secara tetap pada

setiap komunitas, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif

dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan

yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas

hidup warga setempat.52

Restorative Justice (Keadilan restoratif) tampil sebagai

alternatif yang menawarkan beberapa cara menyambut

menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak

terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau

terpengaruh olehnya. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi

tt34 Friedman R.Community Policing. Comparative and Prospect.( diterjemahkan dan disadur
oleh Kunarto). (Jakarta :Cipta Manunggal, 1998)t' Office of Community Oriented Policing Services. 100.OOO Officer and Community Policing
Across the Nation. Washington D.C: U.S. Departement of Justice, Office of Community Oriented
Policing Services, September, L3. L997. Community policing..., R. Budi Wicaksono, FISIP Ul, 2008

juga
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di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing

memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses

dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana

restoratif justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam

masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang

digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai

konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat

kerja.53

Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang

dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.Korban tetap

saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan

persoalan baru bagi keluarga dan sebagainyasa. Gerakan

restorative justice awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan

kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana

restorative justice tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak

terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat

dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku

peserta yang sah atau "stakeholdel' dalam keadilan itu terlalu

membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku

kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam

peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan

Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.ss

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal

dengan istilah "reparative justice" adalah suatu pendekatan

keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para

ttJohn Braithwaite, Restorotive Justice & Responsive Regulation, (England: Oxford University

Press, 2002), hlm.3.
tosetyo Utomo, Sistem Pemidonaon Dolom Hukum Pidana Yang Berbosis Restorative Justice,

MimbarJustitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, Vol. V No.01, hlm.86.
ut Howard Zehr & Ali Gohar, The Littte Book of Restorotive Justice, (Pennyslvania: Good Boors,

2003), hlm. 17.



korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta

masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum

atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga

dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga

didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu

dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka

perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri,

atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Seorang ahli krimonologi berkebangsaan lnggris, Tony F.

Marshall, dalam tulisannya "Restorative Justice an Overvievl'

mengatakanso "Restorative Justice is a process whereby atl the

parties with a stake in a particular offence come together to resolve

collectively how to deal with the aftermath of the offence and its

implication for the future" (Terjemahan Bebas : restorative justice

adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan

dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat

dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada

kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu,

pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu

para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada

masa yang akan dating. Hal ini didasarkan pada sebuah

teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada

prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat

dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan

menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas

'"Keadilan Resrorosi.http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html. Diakes pada

tanggal 2t Mei 2Ot4
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pelaku. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan

setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau

hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan

dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan

pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan

masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-lndonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative

Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan

pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu

tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap

tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula.57 Bagir Manan menguraikan

tentang substansi "restorative justice" berisi prinsip-prinsip yaitu

membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan

kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak

pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai

"stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak

(w i n -w i n so/ufions)". 58

Jadi dapat disimpulkan, sistem Pemasyarakatan sebagai

pengganti Sistem Kepenjaraan terbukti sama sekali tidak efektif

dalam menekan tingginya angka kejahatan. Resforative Justice

lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu

berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh

korban, dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis

religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga

kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Munculnya konsep

"Keioksoon Agung Akon Revisi Juknis Penuntutan Anok,

http://www.tribu n news.co m/2012l0U20lkeia ksaa n-aeu ne-a ka n-revisi-iu knis-penu ntuta n-

anak.Diakses pada tanggal 2l Mei 2074.tt Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinomika Hukum (Rangkoion Pemikiron dotom Dekode Terakhir),
(Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. a.



restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam

perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara

massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka

pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative

justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai

akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,

sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan

keadilan masyarakat.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai

mengarah kepada pengadopsian konsep restorative justice

tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara

partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,

penerapan restorative justice, hanya pada sebahagian prosesnya

saja, yaitu adanya kewajiban proses merehabilitasi bagi pecandu

narkotika saja.



2.13 Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Kerangka Pemikiran Penanganan Konflik Sosial
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BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Desain Kajian

Desain penelitian berdasarkan pendapat Mc Millan dalam

Hadjar adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan

untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan

penelitian.5e Pengertian lain oleh Surachman dalam Nazir

menyatakan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".60

Sehingga dapat dipahami bahwa desain kajian dapat dikatakan

sebagai rencana dan struktur penyelidikan dalam rangka

mendapatkan bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan

terkait maupun sebagai proses dalam perencanaan dan

pelaksanaan kajian.

Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik Sosial

ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif melalui pendekatan induktif. Denzin dalam Moleong

mengemukakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan

berbagai metode yang ada.61

Kajian ini menggunakan meode deskriptif, mengutip

pendapat Nazir bahwa metode deskriptif adalah suatu metode

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada

masa sekarang.62 Selanlutnya pendekatan induktif merupakan cara

berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-

tt lbnu Hadjar. Dosar-dasor Metode Penelitian Kuatitotif. (Jakarta: Grafindo Persada,1996), hal.

102.
50 Mochamad Nadzir. Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia, 201,11,ha1.84.
tt 

Lexy.J. Moleong. Metode Penelition Kuotitotif . (Bandung : Rosda,2012), hal.5.
u2 

Mochamad Nazir. Metode Penelition. Bogor :Ghalia Indonesia,2Oll), hal.54.
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pernyataan spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang

bersifat umum.

3.2 Ruang Lingkup Kajian

Pada dasarnya ruang lingkup kajian berkenaan dengan

fokus kajian. Moleong mengemukakan bahwa dengan adanya

bimbingan dan fokus, maka dapat diketahui secara persis data

mana dan data tentang apa yang perlu di kumpulkan dan data

mana pula yang walau pun mungkin menarik, akan tetapi karena

tidak relevan, tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang

sedang dikumpulkan.o3 Jadi penetapan fokus yang jelas dan

mantap, dituangkan dalam Iingkup sehingga dapat membuat

keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan

mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Agar kajian ini lebih terarah dan sesuai dengan judul yang

diajukan maka analisis dari pembahasan hanya pada hal-hal yang

berhubungan peran pemerintah daerah dalam penanganan konfrik

sosial.

3.3 Sumber Data Kajian

Lofland dan Lofland dalam Moleong mendefinisikan sumber

data utama ialah kata-kata dan tindakan-tindakan, serebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.6a Arikunto

menguraikan bahwa untuk mempermudah dalam

mengindentifikasikan sumber data, dapat digolongkan menjadi tiga

tingkatan, huruf p dalam Bahasa Inggris yaitu:65

p = person, sumber data berapa orang

p = place, sumber data berupa tempat

p = paper, sumber data berupa simbol

"" Lexy. J. Moleong. Op Cit., hal.94.
to 

Le*y. J. Moleong. Op Cit., hal 157
6s 

Suharsimi Arikunto. Op Cit., hal. 96.
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Tiga p diatas dapat dijabarkan dengan jelas sebagai berikut:

1. Person(Orang)

Yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa

jawaban lisan melalui proses wawancara.

Place (Tempat)

Sumberdata yang menyajikan tampilan berupa keadaan

diam dan bergerak.

Paper (Kertas)

Yaitu sumberdata yang menyajikan tandatanda berupa

huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

3.4 lnforman

Informan yang telah ditetapkan dalam kajian ini adalah Unit

Kerja yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata

Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah dan Hukum,

serta stakeholders lainnya yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Kajian

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data Kajian

Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dlakukan dalam

berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bisa dilihat

dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah

(naturat setting).66 Bila dilihat dari sumber datanya, maka

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data dan sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

2.

3.

tt 
Sugiyono. Op Cit,, hal. 137.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini

adalah wawancara terstruktur, observasi moderat, survey dan studi

kepustakaan. Penulis juga membagikan kuesioner kepada informan

terkait demi mendapatkan fakta berupa data-data akurat dan dapat

d ipertangg ungjawabkan.

3.5.2 Instrumen Kajian

Instrumen kajian merupakan hal yang perlu diperhatikan

karena akan mempengaruhi kualitas kajian. Sugiyono

mengarahkan pemahaman bahwa instrumen adalah "Suatu hal

yang dapat digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial

yang diamati".67 Adapun dalam instrumen kajian jika kualitatif

adalah penulis itu sendiri yangberfungsi menetapkan fokus kajian,

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan

membuat kesimpulan atas temuannya. Kemudian dapat ditetapkan

bahwa instrumen dalam kajian ini sebagai berikut:

a. Pedoman Wawancara

Merupakan panduan yang digunakan saat

mewawancarai informan untuk mendapatkan data-data

yang dibutuhkan dalam bentuk daftar wawancara

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan

masalah. Dapat didukung oleh alat bantu berupa

perekam suara. Wawancara dilakukan pada informan

yang dipandang memiliki pemahaman dan mampu

memberikan informasi tentang Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri seperti Unit Kerja yang

membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata

Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Otonomi Daerah

dan Hukum serta stakeholders terkait.

" Sugiyono. Op Cit., hal. 102

69



b. Kuisioner

Adalah set pertanyaan yang secara logis berhubungan

dengan masalah kajian, dan tiap pertanyaan merupakan

jawaban-jawaban yang mempunyai makna tertentu. Daftar

pertanyaan tersebut dibuat terperinci dan lengkap.

Kuesioner ini disebarkan pada responden dengan metode

Proporsional Random Sampling sesuai dengan topik

kegiatan yang dilakukan (seperti Organisasi Non

Pemerintah, Media Massa, Unit Kerja Pemerintah Daerah

yang membidangi Kesbangpol, Satpol PP, Tata

Pemerintahan, Perencanaan Daerah, Keuangan Daerah,

Otonomi Daerah dan Hukum serta stakeholders lainnya.

c. Observasi

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk

mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga

diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking alau

pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh

sebelumnya.

d. Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda dan sebagainya.u8 Selain itu tambahan

dokumentasi yang diperlukan adalah arsip serta foto.

Dokumen yang dimaksud seperti dokumen laporan daerah

RATD-PGKDN, Laporan Akuntabikitas Kinerja Pemerintah

Daerah, Laporan Perkembangan Situasi Harian dan

sebagainya yang dipandang perlu.

68 
Suharsimi Arikunto. Op Cit., ha1.234.
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3.6 Analisis Data Kajian

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data

secara sistematis untuk mempermudah dalam memperoleh

kesimpulan. Pernyataan Bogdan yang dikutip dalam Sugiyono

menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain.6e

Menurut Miles dan Huberman dalam Khassan Effendy

analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.T0 Adapun siklus dari

keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman

digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 2

Komponen dan Siklus Proses Analisis Data

Doto reduction

Sumber Data: Miles Dan Huberman dalam Khasan Effendy, 2010

tt sugiyono. Op Cit., hal.243
to 

Khassan Effendy. Op Cit,, hal. 16.
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Penjelasan dari gambar diatas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang

memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan

kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh di

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu

dicatat secara teliti dan rinci dan segera melakukan

analisis data melalui reduksi data yang berupa

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam kajian ini, penyajian data

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya,

biasanya adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan yang dapat diambil dalam menjawab

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

mungkin juga tidak, karena masalah dalam rumusan

masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah berada dalam lapangan.

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil

dalam kajian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi.
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Sugiyono mengarahkan bahwa uji keabsahan dalam penelitian

kualitatif ditekankan pada uji validitas internal (credibility) yang

dapat disebut juga uji kredibilitas, validitas eksternal (transferability)

atau dapat dikatakan pengujian transferability, realibitas

(depenability) atau yang disebut pengujian depenability dan

obyektivitas (confirmability) atau dikenal dengan pengujian

konfirmability, dapat dijabarkan sebagai berikut:71

1. Uji Kredibilitas

Pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran

dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil kajian

harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan

dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi

melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan

penemuannya dapat dicapai.

Menurut Sugiyono untuk hasil yang kredibel, terdapat tujuh

teknik yang diajukan, yaitu:72

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali ke

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan

sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

Dengan perpanjangan pengamatan berarti hubungan

dengan narasumber akan semakin terbuka saling

mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang

disembunyikan.

Untuk memastikan apakah data yang ditemukan benar atau

tidak, dapat dengan cara berikut ini:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan

lebih cermat dan berkesinambungan.

"rbid., har.267

"rbid.,har.27o
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2. Triangulasi

Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi dapat dibagi 3 (tiga) macam yaitu:

a. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui berbagai sumber.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. TriangulasiWaktu

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data

yang dikumpulkan pada pagi hari akan lebih valid

karena narasumbernya yang masih segar dan belum

banyak masalah.

Analisis Kasus Negatif

Dengan melakukan analisis ini berarti mencari data yang

berbeda atau bertentangan dengan data yang telah

ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda dalam

kajian, berarti data yang ditemukan telah dapat

dipercaya.

Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah

ditemukan. Wawancara akan dilangsungkan dengan alat

dukungan berupa rekaman wawancara seperti kamera.

Mengadak an Mem berche ck

Data yang ditemukan akan diklarifikasikan kepada

pemberi data agar data benar-benar valid.

Pengujian Tran sferab i I ity

Tra n sfe r a b i I ityuntuk m e n u nj u kka n d e rajat kete pata n

3.

4.

5.

6.
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7. Pengujian Depenability

Uji depenability dilakukan dengan melakukan audit

terhadap keseluruhan proses kajian. Apabila kajian tidak

dilakukan tetapi datanya ada, maka kajian tersebut tidak

reliabel atau dependable.

8. Pengujian Konfirmability

Dalam kajian ini, uji konfirmability mirip dengan uji

depenability, sehingga pengujiannya dilakukan secara

bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil

kajian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Kajian

3.7.1 Lokasi

Kajian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, Lampung, Jawa

Barat, Banten, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Selatan dan Maluku.

3.7.2 Jadwal

bulan....tahun 2014
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BAB IV

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BERBAGAI DAERAH

4.1. Konflik Pertanahan Antara Masyarakat dengan
Perusahaan Arara Abadi di Kabupaten Kampar Provinsi
Riau

4.1.1 Konflik Pertanahan Masyarakat dengan Perusahaan

Keberadaan tanah ulayat oleh Pemerintah Provinsi Riau

disadari oleh pejabat setempat meskipun belum ada pengakuan

resmi atas tanah ulayat. Oleh karena itu masyarakat menyerukan

kepada pemerintah provinsi untuk membuat Peraturan Daerah

pada tingkat provinsi untuk mengatur tanah ulayat.73 Berbeda

dengan pemerintah kabupaten yang lain dan pemerintah provinsi,

pemerintah Kabupaten Kampar mengakui keberadaan tanah ulayat

dalam wilayah administratifnya. Pemerintah Kabupaten Kampar

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12

Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat. Menurut Peraturan daerah

tersebut tanah ulayat adalah milik bersama komunitas adat yang

didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki tanah secara turun

temurun dan tinggal di nagari. Tanah ulayat juga meliputi hutan.

Menurut Perda, tanah ulayat boleh dipergunakan untuk

kepentingan pihak ketiga. Pembuatan keputusannya harus melalui

musyawarah. Tidak hanya musyawarah dikalangan pimpinan adat,

tetapi juga dengan anggota kekerabatan dan warga komunitas

adat. Kesepakatan tersebut dibuat didepan pejabat yang

berwenang.

Dalam banyak kasus cara perusahaan menguasai lahan di

Provinsi Riau tidak melibatkan komunitas lokal. Tidak ada

T3sengketa 
SDA di Riau Picu Konflik Sosial didapatkan melalui situs www.kompas.com. Diakses

pada hari Minggu tanggal 14 September 2014
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partisipasi dari komunitas lokal dalam kasus pembuatan

kesepakatan untuk penyerahan lahan kepada perusahaan di

Provinsi Riau terlihat dari tidak adanya bukti-bukti objektif

menyangkut kesepakatan persetujuan komunitas lokal pada

komunitas lokal itu sendiri. Sulit menemukan bukti adanya

dokumen-dokumen tertulis pada komunitas lokal sendiri, baik pada

warga umum, pemimpin informal maupun pemimpin formal desa.

Artinya perusahaan tidak berusaha untuk memperoleh izin

dari penduduk desa untuk mengolah lahan yang termasuk ke

dalam wilayah desa mereka. Hal ini terlihat dari banyak konflik

pertanahan antara komunitas lokal dengan perusahaan pihak

komunitas lokal sering memandang bahwa perusahaan telah

melakukan penyerobotan tanah masyarakat. Komunitas lokal tidak

mengetahui secara pasti bagaimana perusahaan akhirnya telah

memegang hak guna pengusahaan lahan secara resmi dari

pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan adanya

surat-surat penyerahan tanah dari penduduk tempatan kepada

perusahaan sehingga upaya untuk menelusuri riwayat penyerahan

lahan oleh masyarakat kepada perusahaan justru sering mengalami

jalan buntu di dalam masyarakat itu sendiri. Dokumen yang

mereka miliki pun sering kali amat terbatas atau bahkan tidak

tersedia. Hal ini bukanlah disebabkan karena komunitas lokal

merahasiakan atau menyembunyikannya. Ketiadaan dokumen

kesepakatan penyerahan lahan kepada perusahaan juga tidak

berarti bahwa dokumen yang semestinya juga ada pada

masyarakat telah hilang atau tidak diketahui siapa yang

memegangnya. Faktanya ialah komunitas adat baik warga biasa,

pemimpin formal maupun pemimpin desa memang tidak pernah

ditinggali dokumen-dokumen itu.7a

l li : r,rr:,i,ri-t--'v,1-!:ll.)::.j ll 1

September 2014

1" }i
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Komunitas lokal tidak merasa pernah menyetujui atau

menyepakati penyerahan tanah masyarakat kepada perusahaan.

Ada komunitas adat yang merasa pernah dihubungi pihak

perusahaan dan petugas pemerintah bahkan mungkin ada

pemimpin formal dan informal di desa yang menanda tangani

berkas-berkas tertulis tertentu, mereka tidak diberi pertinggalnya.

Tidak jarang kalaupun mereka ikut menandatangani tetapi

sesungguhnya mereka tidak terlalu tahu ujung pangkalnya dan

tidak berdaya menolak apa yang diinginkan pihak-pihak yang

mendatanginya. Komunitas lokal kemudian juga tidak tahu jika

dokumen yang pernah mereka tandatangani lalu mungkin saja

diubah isinya oleh pihak lain, sampai kemudian mereka mengetahui

bahwa ada eskavator dan alat-alat berat milik perusahaan yang

masuk untuk membuka hutan dan perkebunan diwilayah mereka.Ts

4.1.2 Upaya Pencegahan, Penghentian dan Pemulihan Konflik

1. Mekanisme Kerja

Penerimaan permohonan upaya penyelesaian sengketa

pertanahan dalam rangka penyelesaian masalah konflik

pertanahan permohonan yang ditujukan oleh para pihak

disampaikan kepada Bupati Kampar yang kemudian

meneruskan permohonan tersebut kepada tim Fasilitasi

Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa di Kampar.

2. Koordinasi

Setelah menerima permohonan fasilitasi penyelesaian

konflik pertanahan dan sengketa lainnya dari para pihak, tim

melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Kampar yang terkait termasuk pihak-

pihak lain yang berkepentingan dalam rangka proses

penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lainnya.

tDto
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3. Inventarisasi dan ldentifikasi Bahan, Data dan lnformasi

Tim bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan,

data dan informasi terkait dengan upaya penyelesaian

sengketa dan konflik pertanahan. Inventarisasi ini dilakukan

dengan :

a. Mengumpulkan/menghimpun data, bahan dan informasi

terkait dengan masalah konflik pertanahan;

b. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan

lain yang terkait dengan penyelesaian konflik pertanahan;

c. Melakukan analisa dan telaah baik yang bersifat

kebijakan maupun teknis dikaitkan dengan masalah

sengketa yang dihadapi serta telaahan yuridis

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4. Peninjauan/Pengecekan Lapangan

Bahan, data dan informasi yang dihimpun oleh tim,

kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dengan cara

melakukan peninjauan, pengecekan dan pengukuran di

lapangan. Dalam rangka peninjauan, pengecekan dan

pengukuran tersebut, tim melibatkan unsur:

a. SKPD teknis yang terkait

b. Unsur MUSPIDA

c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

d. Pemerintah Kecamatan

e. Pemerintah Desa/Kelurahan

f. Tokoh masyarakat

g. Pihak-pihak lain yang dianggap tim berkepentingan

5. Proses Mediasi

Setelah seluruh bahan, data dan informasi terkumpul dan

hasil kegiatan lapangan telah divalidasi dan diverifikasi, tim

memanggil masing-masing pihak (penggugat dan tergugat)

dalam kesempatan yang berbeda, apabila masing-masing
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pihak dapat memahami, mematuhi tata cara penyelesaian

konflik pertanahan yang ditawarkan oleh tim. Selanjutnya

kedua belah pihak akan dipertemukan dalam kesempatan

yang sama yang difasilitasi oleh tim untuk menyelesaikan

konflik dan sengketa pertanahan yang sedang dihadapi,

namun apabila tidak ada kesepakatan maka tim
merekomendasikan kepada para pihak untuk menyelesaikan

melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Penyusunan Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Setelah dilakukan proses mediasi dilakukan baik disepakati

ataupun tidak disepakati oleh para pihak, tim membuat

laporan seluruh hasil kegiatan fasilitasi penyelesaian

masalah konflik pertanahan dan sengketa lainnya yang

dihadapi serta membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati

Kampar. Laporan tersebut paling tidak harus menjelaskan

hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar proses fasilitasi, yakni permohonan tertulis dari

para pihak dan atau salah satu pihak kepada Bupati

Kampar untuk memfasilitasi penyelesaian konflik

pertanahan;

b. Kronologis langkah dan

dengan mengacu pada

pertanahan;

upaya yang dilakukan Tim

SOP penyelesaian konflik

c. Hasil yang diperoleh dari proses fasilitasi penyelesaian

konflik pertanahan;

d. Telaahan dan analisa tim baik dari aspek kebijakan,

yuridis dan aspek teknis

e. Saran dan rekomendasi kebijakan bagi Bupati Kampar

terhadap penyelesaian masalah konflik pertanahan dan

sengketa lainnya yang bersifat komprehensif dan final.
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7. Pelaporan

Setelah disusun laporan dan rekomendasi kebijakan

terhadap upaya penyelesaian konflik pertanahan, laporan

tersebut disampaikan kepada para pihak dan SKPD terkait

serta instansi lain yang berkepentingan dalam penyelesaian

konflik pertanahan.

8. Evaluasi

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan penyelesaian

konflik pertanahan, perlu dilakukan evaluasi terhadap

seluruh rangkaian dan kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan

fasilitasi/mediasi atar para pihak yang bersengketa sesuai

hhapan upaya penyelesaian yang diaturdalam SOp.

4.1.3 Mekanisme Penanganan Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa dapat

dikelompokkan kedalam tiga kelompok mekanisme penyeresaian

sengketa yang terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber agraria

di Provinsi Riau. Ketiga kelompok mekanisme dimaksud

mekanisme penyelesaian sengketa yang dikembangkan oleh

Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah

Kabupaten Kampar. Meski pada masing-masing terkadang tidak

berkaitan dan tidak berada dalam satu garis komando. Tiap

kelompok memiliki landasan yuridis baik secara langsung maupun

tidak langsung mengikat instansi-instansi yang berada dalam

kelompok-kelompok dimaksud. Pada akhirnya, akan mudah

menyusun rekomendasi bagi perbaikan ataupun penguatannya.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Riau tidak dapat

dilepaskan dari kebijakan yang bersumber dari Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Antara lain, dalam

penjelasan, umum, misalnya dinyatakan bahwa untuk menjamin

kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan

perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat
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melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Melalui Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2012, tentang Penanganan konflik

nasional, pemerintah berkewajiban mengiventarisir, mencegah dan

menanggulangi konflik melalui tim terpadu kemudian diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan

Nasional di Bidang Pertanahan pasal 2 ayat (1) dan (2) yang

mengungkapkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah di

bidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ditegaskan bahwa salah satu kewenangan sebagaimana dimaksud

adalah penyelesaian sengketa tanah garapan. seranjutnya daram

ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) yang bersifat lintas kabupaten/kota daram satu

provinsi, dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang

bersangkutan. oleh karena itu, penyelesaian konfrik seharusnya

dilakukan oleh pemerintah provinsi yang diserahkan kepada

pemerintah kabupaten.

Oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan 743lkpts-

ll/1996 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan

dan terletak di lima kabupaten dan satu kota di provinsi Riau

meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten

Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohil, dan Kota

Pekanbaru yang merupakan lintas kabupaten/kota sehingga

penyelesaian konflik diselesaikan Pemerintah propinsi Riau.

Kelompok kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa

dari lembaga sektoral. Pada tahun 2007 dibentuk tim gabungan

yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk

penruakilan dari pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar,

LSM, para pemimpin masyarakat lokal dan penruakilan perusahaan

Arara Abadi untuk menentukan luas lahan di dalam kawasan HTI

yang diklaim oleh masyarakat lokal. Meskipun areal yang diteliti

hanya sebagian kecil saja dari kawasan milik Arara Abadi, survei
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tersebut menemukan kira-kira 20.000 hektar lahan yang diklaim

oleh masyarakatT6.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemerintah daerah

dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah/lahan di

Provinsi Riau masih dalam proses menemukan bentuknya.

Dengan alasan rumitnya sistem birokrasi di dalam pemerintahan

yang ada. selama ini yang dilakukan berupa koordinasi baik

koordinasi internal maupun eksternar (karena memang tim ini

beranggota lintas sektoral). pada tingkat Kabupaten Kampar,

mekanisme penyelesaian sengketa yang dikelola oleh pemerintah

Daerah setempat dengan membentuk rim Terpadu dan menyusun

Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

4.2 Konflik Sosial Etnik di provinsi Lampung

4.2.1 Latar Belakang

Konflik di Lampung hanya salah satu dari rentetan peristiwa

berdarah di tanah air yang mengangkat isu-isu primordial seperti

etnis, agama, kekerabatan, sebagai penyebab konflik. penulis

akan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam peristiwa

konflik Balinuraga di Lampung seratan dengan memakai
pendekatan analisis. Mas'oed menyatakan bahwa sebenarnya

bentrok antar warga di Lampung selatan pada 2g-29 oktober 2012
adalah bagian tak terpisahkan dari konfrik yang terjadi sebelumnya
yang kembali terulang.TT Konflik tersebut sesungguhnya memiliki

akar persoalan yang lebih dalam dari sekadar perseteruan dua

kelompok etnis. Konflik-konflik sebelumnya terkait persoalan

transmigrasi, Perkebunan lnti Rakyat (prR) hingga tambak udang,

sebenarnya masih menyimpan persoalan yang belum tuntas

sehingga konflik sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Di sinilah

http://rina ldi-pbr. blosspot.com/200g/ j.0/ana lisis-kasus-agra ria-pt-ara ra_abadi. htm L Dia kses
hari Senin tanggal 15 September 20L4

Tulisan Mochtar Mas'oed yang dikutip dalam website
http://setyowatidwi.wordpress.com/20j.2/1U30, Diakses pada hari Selasa tanggal 9
September 2014.
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pentingnya melihat kembali faktor sejarah dan sosiologis di balik

konflik. Di masa lalu, politik etis Belanda meliputi program irigasi,

edukasi dan transmigrasi. Hal ini mendorong terjadinya proses

sfafe building dan akumulasi kapital sekaligus perubahan

demografi. Perubahan itulah yang menjadi salah satu penyebab

gesekan antara warga asli dengan pendatang. Terlebih lagi ketika

pendatang mengungguli warga asli dalam hal ekonomi.

Kecemburuan sosial dan ekonomi ini memunculkan sikap defensif

sebagai "putra daerah".

Panggabean menilai terulangnya konflik Lampung

menunjukkan kegagalan dari pemerintah khususnya aparat

keamanan untuk mencegah terjadinya konflik.za Terlebih, telah

diketahui bahwa konflik rawan terulang kembali. Penanganan

konflik harus lebih serius lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh

pemerintah daerah, polisi dan tokoh masyarakat di Lampung

Selatan setelah insiden-insiden sebelumnya. Aparat keamanan

gagal menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena

intervensi dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas, yang

terjadi bukan pembiaran tetapi kegagalan mencegah kekerasan

pada tahap awal konflik. Masyarakat di daerah yang rawan konflik

juga dinilai tidak memiliki mentalitas pencegahan akan tetapi

mentalitas pendekatan penanggulangan penindakan ketika

kekerasan terjadi atau sesudahnya. Untuk kabupaten yang memiliki

banyak indikator konflik, termasuk insiden dan kekerasan yang

berulang seperti di Lampung Selatan, pencegahan harus menjadi

pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.

Pengalaman berulangnya konflik seperti di Lampung Selatan ini

menunjukkan rekam jejak polisi, militer dan pemerintah yang tidak

baik dalam menanggulangi kekerasan yang sebelumnya terjadi.
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Konflik yang terjadi di Lampung Selatan melibatkan dua

kelompok etnis yang berbeda yaitu kelompok masyarakat setempat

yang beretnis Lampung dan kelompok masyarakat pendatang

beretnis Bali. Sebenarnya, etnis Lampung sebagai "suku asli"

ternyata bukanlah mayoritas dari segi jumlah. Kelompok etnis

Jawa yang pendatang justru menjadi mayoritas. Etnis Bali

termasuk minoritas di kalangan masyarakat Lampung Selatan

sebagaimana yang ditulis dalam berbagai laporan media mengenai

peristiwa tersebut. Selain dua kelompok yang berkonflik, dapat

diidentifikasi aktor-aktor lain yang terlibat baik langsung maupun

tidak langsung dalam peristiwa konflik tersebut. Pertama adalah

pemerintah daerah setempat. Beberapa kasus yang mencuat,

kebijakan bupati dan gubernur, Lampung Selatan yang agak

sensitif menjadi faktor pendorong dan pemicu konflik. Disesalkan

dalam beberapa kasus, aparat pemerintahan seperti bupati dan

gubernur, justru menjadi bagian dari konflik alih-alih menjadi

mediator. Kedua adalah aparat kepolisian dan militer yang berada

di daerah konflik tersebut bukan saja menjadi mediator tetapi juga

untuk menurunkan eskalasi konflik. Ketiga, LSM-LSM yang telah

ada dan baru datang kemudian dalam rangka penyembuhan

trauma konflik di kalangan anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan,

dalam konflik Lampung Selatan, masyarakat setempatlah yang

menjadi aktor perdamaian utama melalui serangkaian upaya

rekonsiliasi.

Selain itu, faktor-faktor di balik muncul dan berkembangnya

konflik yang ada terdiri dari faktor akar atau root causes yang

seringkali tidak tampak di permukaan namun sangat menentukan.

Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia dapat

dijelaskan dengan kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan

penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara

Etnis Dayak dan Madura di Sampit Kalimantan misalnya, bukan

hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok tetapi juga



disuburkan oleh tersisihnya Etnis Dayak dari penguasaan politik-

ekonomi selama puluhan tahun. Konflik Lampung Selatan juga

dapat diteropong dengan ker:angka tersebut. Ketimpangan dalam

penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang

sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan

etnis di wilayah tersebut.

Kelompok masyarakat Etnis Bali di Lampung Selatan

sebagai penguasa sektor ekonomi transportasi dan komunikasi,

sebagaimana laporan beberapa media, adalah terbesar kedua di

Kabupaten Lampung Selatan. Sementara kelompok asli Lampung

"hanya" menjadi penonton dari kemajuan pesat perkembangan

perekonomian kelompok masyarakat keturunan Bali, menjadi wong

cilik yang bekerja di beragam sektor ekonomi. Kecemburuan sosial

berbasis ekonomi inilah yang dapat diduga sebagai akar konflik

yang ada tersebut. Akar konflik biasanya merupakan ketimpangan-

ketimpangan, deprivasi, ataupun kesenjangan yang terjadi secara

mendalam, terstruktur dan terinternalisasi di dalam tubuh

masyarakat, tidak terlihat dan bahkan seringkali terabaikan.

Adapun faktor pendorongnya adalah relasi antar masyarakat yang

semakin renggang karena bergesernya tradisi hidup bersama

menjadi individualistis. Bergesernya tradisi generasi lama yang

berupaya menciptakan harmonisasi hidup bersama menjadi tradisi

generasi baru yang lebih mengedepankan cara pandang egosentris

sehingga mudah terluka dan marah ketika kelompok atau anggota

kelompoknya terganggu. Faktor pemicu dalam konteks konflik

Lampung Selatan adalah beragam insiden-insiden kecil yang

menyulut bara kecemburuan sosial-ekonomi. Selain itu, pergolakan

sosial di Lampung Selatan awalnya lebih karena persoalan tanah

atau lahan perkebunan. Namun, kini pemicunya adalah insiden-

insiden kecil yang cenderung merupakan hal-hal sepele. Insiden

Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena

kenakalan remaja di mana dua gadis Agom pengendara sepeda
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